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  Amanda Cornelia Farina Rombot (B111 13 554), Faculty of 
Law Hasanuddin University, “The Role of UNICEF in Efforts in 
Preventing the Recruitment of Child Soldiers in Myanmar”. 
Supervised by Abdul Maasba Magassing and Marthen Napang.  
 This study aims to determine how the role of UNICEF as the 
specialized agency of the UN that designated to support the fulfillment of 
the rights of children in preventing the recruitment of child soldiers in 
Myanmar and how Myanmar executed its responsibility for its actions to 
restore the rights of these children.  
 This study is conducted by research literature, the authors 
collected materials and literature either in hardcopy and softcopy as well 
analyze it normatively with the study of international law. The results of the 
study indicates that: 1) UNICEF as an international organization that aims 
to support the fulfillment of the rights of children around the world has 
been working to maximally as to produce a Joint Action Plan and has been 
agreed upon the Government of Myanmar and the United Nations. 2.) 
That the Myanmar is trying to overcome the recruitment of child soldiers by 
making specific national regulations regarding the involvement of children 
in armed conflict. 3.) That the Myanmar still has not yet open for directly 
supervised by regulatory authorities so that the implementation of the Joint 
Action Plan itself is not yet realized maximally.  
 Based on the results of the study, the authors formulate 
suggestions as follows: 1.) The United Nations through its specialized 
agencies, namely UNICEF continues to conduct monitoring and evaluation 
to the government of Myanmar to the agreement that was agreed upon it 
can be realized in well-manner and consistent so that the number of 
children involvement in armed conflict can be reduced gradually. 2.) For 
the government of Myanmar, is expected to remain consistent and open to 
be supervised and evaluated by supervisor authorities in order to create 
well synergy and efforts to stop the recruitment of child soldiers can be 
realized maximally.  




Amanda Cornelia Farina Rombot (B11113554), Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, “Peran UNICEF dalam Upaya Pencegahan 
Perekrutan Tentara Anak di Myanmar”. Dibimbing oleh Abdul Maasba 
Magassing dan Marthen Nappang. 
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Peranan 
UNICEF sebagai badan khusus PBB yang bertujuan untuk mendukung 
pemenuhan hak-hak anak dalam mencegah perekrutan tentara anak di 
Myanmar dan bagaimanakah Myanmar sendiri bertanggungjawab atas 
tindakannya untuk mengembalikan hak-hak anak ini. Penelitian ini 
dilakukan dengan metode literature research, penulis mengumpulkan 
bahan dan literatur-literatur baik yang bersifat hardcopy  maupun softcopy 
dan menganalisis secara normatif dengan kajian hukum internasional. 
Hasil yang diperoleh dari kajian menunjukkan bahwa : 1.) Bahwa 
UNICEF sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk 
mendukung pemenuhan hak-hak anak di seluruh dunia telah bekerja 
secara maksimal sehingga dapat menghasilkan sebuah Joint Action Plan 
yang disepakati Pemerintah Myanmar dan PBB. 2.) Bahwa Myanmar 
sendiri mencoba mengatasi perekrutan tentara anak ini dengan membuat 
peraturan-peraturan nasional khusus mengenai keterlibatan anak dalam 
konflik bersenjata. 3.) Bahwa Myanmar masih belum terbuka untuk 
diawasi secara langsung oleh Pihak pengawas sehingga implementasi 
dari Joint Action Plan itu sendiri belum bisa terealisasi dengan maksimal. 
Berdasarkan hasil kajian, penulis merumuskan saran-saran sebagai 
berikut : 1.) PBB melalui badan khususnya yaitu UNICEF terus melakukan 
pemantauan dan evaluasi kepada pemerintah Myanmar agar kesepakatan 
yang telah dirancang dapat terealisasi dengan baik dan konsisten 
sehingga angka keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dapat 
berkurang hingga tidak ada lagi. 2.) Untuk pemerintah Myanmar, 
diharapkan agar tetap konsisten dan membuka diri untuk diawasi dan 
dievaluasi oleh Pihak pengawas agar terjalin sinergi yang baik dan upaya 
penghentian perekrutan tentara anak dapat terealisasi dengan maksimal. 
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  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pada umumnya, metode-metode penyelesaian sengketa 
digolongkan dalam 2 kategori yaitu cara-cara penyelesaian secara 
damai dan cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan 
kekerasan (perang).1 Cara-cara penyelesaian dengan kekerasan 
atau lebih akrab disebut perang akan terjadi apabila negara-negara 
dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-
tujuan eksklusif mereka tidak dapat tercapai kecuali dengan cara-
cara kekerasan.2  
Tidak dapat dipungkiri perang membawa lebih banyak 
kerugian, baik untuk pihak yang terlibat secara langsung dalam 
perang itu sendiri, maupun rakyat sipil yang tidak berdosa termasuk 
wanita dan anak-anak yang merupakan kaum lemah dan seharusnya 
dilindungi dari sasaran dan serangan pertempuran3.  
Tragisnya, anak-anak di negara berkonflik yang seharusnya 
menikmati masa kecil dengan kasih sayang penuh dari orangtua 
dalam mendukung proses pertumbuhannya dan juga mendapatkan 
pendidikan yang layak justru tidak dapat menikmati hal-hal tersebut. 
                                                          
1 J.G. Starke, Ppengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh 2, Jakarta: Sinar Grafika, 
2008. Hal 646 
2 Graham Evans and Jeffrey Newnham, The Penguin Dictionary of International 
Relations, London: Penguin Books, 1998. Hal 565 
3 Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, Hukum Humaniter Internasional dalam 
Studi Hubungan Internasional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009. Hal. 45 
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Anak-anak yang tidak berdosa ini direnggut masa kecilnya ketika 
menjadi korban bahkan yang lebih memprihatinkan anak-anak kerap 
kali  justru dilibatkan menjadi bagian dari angkatan bersenjata baik 
oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak non-pemerintah 
(pemberontak). 
Kurangnya sumber daya manusia di negara yang sedang 
berkonflik membuat perekrutan tentara anak menjadi pilihan baik 
oleh pemerintah maupun kelompok bersenjata non-pemerintah. 
Keterlibatan anak dalam bagian kelompok militer ini ada yang 
sukarela dan ada yang berupa paksaan. Beberapa dari anak-anak ini 
bergabung dengan militer karena mereka percaya bahwa dengan 
memerangi, mereka dapat meningkatkan kehidupan mereka, 
menyelamatkan keluarga mereka, atau karena mereka putus asa 
untuk bagaimana cara mendapatkan makanan dan penampungan. 
Anak-anak yang menjadi bagian dari angkatan bersenjata 
sebagai tentara anak (child soldier) ditugaskan menjadi pejuang, 
koki, kurir, budak sex, tameng, maupun informan untuk keperluan 
intelejen. Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendokumentasikan 
lebih dari 4.000 kasus anak-anak yang direkrut dan digunakan dalam 
konflik bersenjata di seluruh dunia pada tahun 2013. Dalam laporan 
itu tertulis 8 pemerintahan dan 51 grup bersenjata terbukti merekrut 
atau menggunakan, membunuh atau melukai, melakukan kekerasan 
seksual atau memperkosa anak-anak dalam konflik atau serangan 
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lainnya.4 Adapun beberapa negara yang dimaksudkan antara lain 
Afghanistan, Burundi, Republik Afrika Tengah, Kongo, Myanmar, 
Nepal, Somalia, Sudan, Chad, Kolombia, Filipina, Sri Lanka, dan 
Uganda. 
Myanmar merupakan negara yang berada di kawasan Asia 
Tenggara. Myanmar memiliki masalah yang kompleks mulai dari 
sosial, ekonomi, hingga politik. Semenjak memperoleh  
kemerdekaan  dari  Inggris, Myanmar selalu diwarnai dengan konflik. 
Ada dua jenis konflik yang  ada di  negara  ini, yaitu konflik etnis dan 
konflik terhadap pemerintahan militer yang telah berlangsung selama 
kurang lebih 6 dekade. Myanmar memiliki sejumlah catatan  
pelanggaran HAM yang menjadi perhatian komunitas internasional, 
seperti kekerasan terhadap satu etnis,  pengusiran, dan juga 
masalah tentara anak.  
Perekrutan tentara anak dilakukan oleh tentara nasional 
Myanmar yakni Tatmadaw. Tatmadaw merupakan organisasi militer, 
terutama yang bertanggungjawab mengamankan teritorial dan 
pertahanan Myanmar yang didirikan pada tahun 1948 bertepatan 
dengan kemerdekaan Myanmar.5 Dalam menjalankan peranannya di 
                                                          
4 http://internasional.metrotvnews.com/dunia/Gbm4GoeN-pbb-ribuan-anak-dijadikan-
tentara-dalam-konflik-bersenjata diakses pada tanggal 27 September Pukul 17:28 
5 http://www.burmalibrary.org/show.php?cat=411&lo=d&sl=1. Diakses pada tanggal 21 
November 2016. Pkl. 21:37 Wita. 
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pemerintahan, Tatmadaw Kyi6 (Angkatan Darat) melakukan 
perluasan dan penambahan kekuatan secara internal yaitu dengan 
melakukan perekrutan anggota militernya guna menambah jumlah 
pasukan. Pada tahun 1988, Tatmadaw Kyi mulai melakukan 
perekrutan kepada anak-anak untuk bergabung dalam angkatan 
militernya. 
Selain oleh Tatmadaw, tentara anak juga digunakan oleh 
angkatan bersenjata non pemerintah yang memiliki tujuan untuk 
mendapatkan otonomi dan hak demokrasi yang lebih besar dari 
rezim militer yang berkuasa. Pada tahun 2009, terdapat beberapa 
kelompok militer pemberontak yang melakukan gencatan senjata 
yang kemudian dikenal sebagai Border Guard Forces (BGF). BGF 
merupakan kelompok militer yang melakukan perjanjian gencatan 
senjata dengan rezim dan berada di bawah komanda State Peace 
and Development Council (SDPC).7 BGF ini terdiri dari beberpa 
kelompok militer yang berdomisili di berbagai daerah di Myanmar. 
Kelompok militer ini antara lain Karen National Union, The Karen 
National Progressive Part, Wa State Army dan the Shan State Army-
South, dll.8  
                                                          
6 Child Soldiers International Chance for Change: Ending The Recruitment and Use of 
Child Soldiers in Myanmar. London: 9 Marshalsea Road. 2013. Hal. 13 
7 Ibid. Hal. 23 




Praktek perekrutan anak ke dalam tentara yang dilakukan oleh 
Tatmadaw Kyi dan Border Guard Forces telah berlangsung sejak 
kurangnya kuota personel angkatan bersenjata dan tidak adanya 
prosedur perekrutan yang ketat. Anak-anak menjadi target rekrut 
paling mudah karena mereka rentan akan tekanan dan udah 
dikelabui. Perekrutan dan penggunaan aak ke dalam tentara 
biasanya terjadi pada anak-anak yang miskin dan tidak 
berpendidikan, yang mana rata-rata dari mereka belum 
menyelesaikan sekolah.9 
Perekrutan tentara anak antara tentara nasional sedikit berbeda 
dengan yang dilakukan oleh kelompok etnis. Tatmadaw, Tentara 
Nasional Myanmar, biasanya merekrut anak-anak melalui proses 
perekrutan desentralisasi atau dapat disebut dengan Unit Jaringan 
Perekrutan.10 Mereka direkrut dibawah ancaman akan dipenjarakan 
apabila tidak mengikuti perintah, dan dengan janji-janji palsu berupa 
gaji yang besar. 
Tentara etnis biasanya merekrut dengan cara mewajibkan wajib 
militer bagi setiap 1 orang dari keluarga yang menjadi anggotanya. 
Sebagian juga ada yang relawan bergabung dengan militer dengan 
berbagai alasan seperti ingin membalas dendam, tidak ada kegiatan 
                                                          
9 Burma Centre for Ethnic Studies: The Border Guard Forces: The Nedd to Reassess the 
Policy. Briefing Paper No. 15. 2013. Hal 1. 
10 Perekrutan ke dalam militer telah dilakukan melalui batalion yang disalurkan melalui 
pusat-pusat perekrutan. Unit Jaringan Perekrutan ini deiberi wewenang untuk merekrut 
calon tentara yang nanti akan ditempatkan ke empat pusat perekrutan utama. 
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karena tidak bersekolah.11 Perekrutan oleh BGF sebagian besar 
dilakukan secara paksa. Ketika BGF gagal mendapatkan calon rekrut 
di pedesaan, maka BGF memaksa agar warga pedesaan membayar 
dengan sejumlah uang. Keadaan ekonomi masyarakat yang 
terbilang rendah dijadikan senjata oleh BGF untuk merekrut paksa 
tentara anak.12 
Perekrutan tentara anak dilakukan oleh pemerintah maupun 
kelompok bersenjata non-pemerintah karena anak-anak dianggap 
dapat menunjukkan peran tentara yang lebih efisien daripada orang 
dewasa, semangat yang tinggi, dapat memainkan peran ganda 
sebagai kombatan dan sebagai pengantar barang atau pesan, tidak 
mudah dikenali dan yang paling menguntungkan adalah bahwa pola 
pikir anak-anak lebih mudah dimanipulasi dan anak-anak tentu saja 
lebih patuh dan mudah diarahkan dibandingkan dengan tentara 
dewasa.13  
Perekrutan anak-anak menjadi bagian dari angkatan militer 
bersenjata merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral. 
Tindakan ini tentu saja termasuk dalam bentuk pelanggaran Hak 
Asasi Manusia khususnya hak-hak anak. Pasal 38 Convention on the 
Rights of the Child mempertegas hal tersebut dimana dalam pasal 
                                                          
11 Human Rigts Watch. 2007. Burma: Sold to be Soldiers, The Recruitment and Use of 
Child Soldiers in Burma. 2007. Hal. 95 
12 Child Soldiers International Chance for Change: Ending The Recruitment and Use of 
Child Soldiers in Myanmar. London: 9 Marshalsea Road. 2013. Hal. 28 
13 Heru Susetyo. Child Soldier: Pelibatan anak dalam konflik bersenjata. 
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tersebut dikatakan tiap Negara harus meletakkan kewaiban pada 
para pihak yang terlibat konflik untuk tidak merekrut anak-anak yang 
belum mencapai 15 tahun kedalam angkatan bersenjata dan 
melibatkan mereka secara langsung dalam pertempuran. Disamping 
itu juga tidak boleh dilupakan Protokol Tambahan Kovensi Hak Anak 
yang menerangkan mengenai larangan keteribatan anak-anak dalam 
konflik bersenjata (Optional Protocol to the Convention on the Rights 
of the Child on the involvement of children in armed conflict)14 
Di Myanmar anak-anak dijadikan sebagai komoditas dan dijual 
kepada militer yang putus asa akibat perintah untuk memenuhi kuota 
yang diperintahkan oleh atasannya. Di dalam kehidupan militer, 
semakin banyak tentara yang direkrut, maka semakin mudah untuk 
naik pangkat. Dalam laporan Human Right Watch, juga ditemukan 
bahwa tentara dewasa dibebankan untuk merekrut sebanyak 
mungkin orang. Syarat ini harus dipenuhi untuk memperoleh 
kenaikan jabatan, bahkan dalam beberapa kasus perekrut akan 
dibayar sebesar $25 sampai $50 untuk setiap anak yang direkrut. 
Anak-anak yang masih berusia sepuluh tahun ditargetkan dan 
dipaksa menjadi tentara dalam perekrutan massal yang dilakukan 
oleh tentara nasional Burma, Tatmadaw Kyi15. 
                                                          
14 Majelis Umum PBB mengadopsi protokol pilihan pada keterlibatan anak-anak dalam 
konflik bersenjata dalam Lampiran I resolusi (54/263) Konvensi Hak Anak pada tanggal 
25 Mei 2000. 




Perekrutan tentara anak di Myanmar dilakukan dengan 
pemaksaan dan penculikan, bahkan ada beberapa menggunakan 
ancaman terhadap keselamatan mereka atau keluarga mereka. 
Anak-anak yang di rekut harus mengerjakan berbagai macam tugas, 
mulai dari bertempur, menyapu ranjau dan layanan pendukung 
operas militer lainnya. Apabila ada diantara mereka yang melarikan 
diri dan tertangkap, maka akan dipecat, diadili di pengadilan militer, 
dipenjara selama 1 sampai 2 tahun.16 Mereka tidak mendapatkan 
bantuan hukum sama sekali dan tidak punya hak menolak 
penahanan sebelum diadili secara independen oleh pengadilan sipil. 
Tentara anak yang dituduh desersi17 dimasukkan dalam pejara orang 
dewasa dan tidak jarang mendapat penyiksaan, pelecehan seksual 
maupun perlakuan buruk lainnya.  
Perekrutan tentara anak menjadi perhatian masyarakat 
internasional karena merupakan salah satu bentuk perbudakan 
modern. Anak-anak yang menjadi kombatan tidak akan 
mendapatkan pendidikan yang layak, bahkan sebagian anak tidak 
dapat membaca karena direkrut pada usia yang masih sangat muda. 
Anak-anak ini juga tidak digaji dan akses kesehatan yang dimiliki pun 
sangat buruk. Makanan yang tersedia di kamp-kamp militer biasanya 
sangat minim, padahal anakanak memerlukan nutrisi yang banyak 
                                                          
16 Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, 2011.  
17 Perbuatan meninggalkan dinas ketentaraan (https://id.wiktionary.org/wiki/desersi) 
diakses pada tanggal 8 Oktober 2016. Pkl. 00:08 
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untuk pertumbuhan. Kekerasan yang kerap dialami dalam militer dan 
kerinduan akan sosok keluarga membuat anak-anak yang masih labil 
depresi dan banyak yang bunuh diri. 
Melihat dari kejadian tersebut, maka peran dari organisasi 
internasional sangat diperlukan dalam membantu untuk mengurangi 
jumlah perekrutan tentara anak yang terjadi.  Salah satu organisasi 
yang berkaitan dalam perlindungan anak adalah United Nations 
Children's Fund (UNICEF) atau Badan PBB untuk anak-anak 
didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 11 Desember 1946. 
Bermarkas besar di Kota New York, UNICEF memberikan bantuan 
kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak 
dan ibunya di negara-negara berkembang.  
UNICEF adalah salah satu badan di bawah Perserikatan 
Bangsa-Bangsa yang memberikan pelayanan teknis, pembangunan 
kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan dan mempromosikan isu-
isu mengenai anak18. UNICEF merupakan agensi yang didanai 
secara sukarela, oleh karena itu agensi ini bergantung pada 
sumbangan dari pemerintah dan pribadi. Program-programnya 
menekankan pengembangan pelayanan masyarakat untuk 
mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. 
UNICEF sebagai lembaga yang berhubungan langsung dengan 
kesejahteraan atau pemenuhan hak-hak anak terus melakukan 
                                                          
18 http://www.unicef.org/about/. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2016.Pkl. 20:20 
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tindakan-tindakan yang dapat mengupayakan penghapusan 
perekrutan tentara anak. UNICEF secara berkelanjutan membuat 
program-program yang dikhususkan untuk membantu anak-anak 
keluar dari militer dan kembali hidup normal di keluarga dan 
masyarakat setempat.  
Melihat dari fenomena perekrutan tentara anak yang terjadi di 
Myanmar, peran UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional 
sangat dibutuhkan dalam penghapusan tentara anak yang sudah 
berlangsung lama di Myanmar. Sehingga, penulis merasa perlu 
melakukan analisis mengenai masalah ini. Berkaitan dengan hal itu 
penulis menyusun proposal untuk penelitian skripsi dengan judul 
“Peran UNICEF dalam Upaya Menghentikan Perekrutan Tentara 
Anak di Myanmar”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumya, 
maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah Peran UNICEF sebagai lembaga di bawah 
naungan PBB dalam menjalankan fungsinya terhadap upaya 
pencegahan perekrutan tentara anak? 
2. Bagaimanakah tanggungjawab Myanmar terhadap 




C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penelitian : 
1. Untuk mengetahui bagaimana peran UNICEF sebagai 
organisasi internasional dalam menjalankan fungsinya dalam upaya 
menghentikan perekrutan tentara anak 
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak-
anak yang dijadikan tentara dibawah umur menurut hukum Nasional 
Myanmar. 
 
Manfaat Penelitian : 
1. Sebagai kajian yang berguna untuk menjadikan referensi 
mengenai Peran Organisasi Internasional dalam mengatasi masalah 
internasional. 
2. Sebagai panduan dalam melakukan suatu penelitian 
mengenai Peran Organisasi Internasional khususnya UNICEF dalam 
perekrutan tentara anak. 
3. Bagi penulis sendiri, untuk menambah wawasan dan 










 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Hukum Humaniter Internasional 
A.1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional 
Naluri untuk mempertahankan diri kemudian membawa 
kepada kesadaran bahwa cara berperang yang tidak mengenal 
batas itu sangat merugikan umat manusia. Mengurangi 
penderitaan korban perang tidak cukup hanya dengan 
membagikan makanan dan obat-obatan, tetapi perlu disertai 
upaya mengingatkan para pihak yang berperang agar operasi 
tempur mereka dilaksanakan dalam batas-batas 
perikemanusiaan sehingga kemudian mulailah diadakan 
pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan 
yang mengatur perang antara bangsa-bangsa yang selanjutnya 
dikenal dengan Hukum Humaniter. 
Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang dikenal 
sekarang atau lengkapnya disebut International Humanitarian 
Law Applicable in Armed Conflict, pada awalnya dikenal 
sebagai hukum perang (laws of war), yang kemudian 
berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (laws of arms 
conflict). Secara rinci, ICRC menguraikan maksud dari istilah 
inii adalah sebagai berikut : “HHI berarti aturan-aturan 
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internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau 
kebiasaan, yang secara spesifik, diharapkan untuk mengatasi 
masalah-masalah kemanusiaan yang muncul secara langsung 
dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non-
internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, 
membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk 
menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau 
untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang 
mungkin terkena dampak konflik.19 
Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H, LLM, 
mengemukakan bahwa definisi  hukum humaniter adalah 
bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan 
perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang 
yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang 
menyangkut cara melakukan perang Itu sendiri.20 
Selain itu ada definisi HHI menurut beberapa ahli antara 
lain : 
Menurut Gega Herzegh : 
“ Part of the rule of public international law which serve as 
the protection of individuals in time of armed conflict. Its 
place is beside the norm of warfare it is closely related to 
                                                          
19 ICRC, Commentary on th Additional Protocol of 18 June 1977, Claude Pilloud et all, 
with the collaboration of Jean Pictet, Yves Sandoz, ed, Martinus Nijhoff Publishers, 
Geneva 1987. Hal xxvii. 




them but must be clearly distinguish from these its 
purpose and spirit being different.”21  
 
Artinya bahwa Hukum Humaniter Internasional adalah 
Bagian dari aturan-aturan hukum internasional publik yang 
berfungsi sebagai perlindungan individu dalam waktu 
bersenjata konflik. Tempatnya adalah di samping norma 
peperangan itu terkait erat dengan mereka tetapi harus jelas 
membedakan dari ini yang tujuan dan semangat yang berbeda. 
 
Menurut Esbjorn Rosenbland :  
“The law of armed conflict berhubungan dengan 
permulaan dan berakhirnya pertikaian; pendudukan 
wilayah lawan; hubungan pihak yang bertikai dengan 
negara netral. Sedangkan Law of Warfare ini antara lain 
mencakup : metoda dan sarana berperang, status 
kombatan, perlindungan yang sakit, tawanan perang dan 
orang sipil.” 
 
A.2 Prinsip-prinsip Dasar Hukum Humaniter Internsional 
Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional merupakan 
bagian dari suatu sistem Hukum Humaniter Internasional, 
bersifat saling melengkapi, menjelaskan dan membantu 
penafsiran satu sama lain. Prinsip-prinsip tersebut antara lain22 
: 
1. Prinsip Kemanusiaan 
                                                          
21 Geza Herzegh, Recent Problem of International Humanitarian Law. De Hague: Backen 
Press, 1985. Hal. 17 
22 Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, Hukum Humaniter Internasional, Jakarta, 
PT Rajagrafindo Persada, 2009. Hal. 40 
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Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip 
kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan 
bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di 
medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional 
dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia di 
manapun adanya. Prinsip ini dimaksudkan untuk 
melepaskan penderitaan, memberikan prioritas kepada 
kasus-kasus keadaan susah yang paling mendesak. 
 
2. Prinsip Kepentingan (Necessity) 
Prinsip kepentingan adalah ketentuan yang 
menetapkan bahwa suatu objek sipil hanya bisa dijadikan 
sasaran militer apabila telah memenuhi syarat tertentu 
yaitu23 : 
a. Objek tersebut telah memberikan kontribusi 
efektif bagi tindakan militer pihak musuh; dan 
b. Tindakan penghancuran, atau penangkapan 
atau perlucutan terhadap objek tersebut memang 
akan memberikan suatu keuntungan militer yang 
semestinya bagi pihak yang akan melakukan 
tindakan. 
                                                          
23 Protokol Tambahan I/1977, Pasal 52.2. 
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Terdapat pula ketentuan sebagai berikut: “Apabila 
dimungkinkan pilihan antara beberapa sasaran militer 
untuk memperoleh keuntungan militer yang sama, maka 
sasaran yang akan dipilih adalah sasaran yang apabila 
diserang dapat diharapkan mengakibatkan bahaya yang 
paling kecil bagi nyawa orang-orang sipil dan objek-objek 
sipil.”24 
3. Prisip Proporsional (Proportionality) 
Menurut prinsip ini, setiap serangan dalam operasi 
militer harus didahuui dengan tindakan yang memastikan 
bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan 
korban ikutan di pihak sipil yang berupa kehilangan 
nyawa, luka-luka, ataupun kerusakan harta benda yang 
berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang 
berimbas langsung akibat serangan tersebut.25 
4. Prinsip Pembedaan (Distinction) 
Prinsip pembedaan merupakan prinsip yang paling 
populer dalam Hukum Humaniter Internasional. Prinsip ini 
mengatur bahwa semua pihak yang terliibat dalam 
sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta 
tempur (kombatan) dengan orang sipil karena orang sipil 
                                                          
24 Protokol Tambahan I/1977, Pasal 57.3 
25 Protokol Tambahan I/1977, Pasal 57.2.iii 
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tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara 
langsung dalam pertempuran. 
 
5. Prinsip Pembatasan (Limitation) 
Prinsip pembatasan ini merupakan aturan dasar 
yang berkaitan dengan metode dan alat perang. Prinsip ini 
menetapkan bahwa metode perang yang benar adalah 
metode yang dilaksanakan hanya untuk melemahkan 
kekuatan militer lawan.  
6. Prinsip Ksatriaan (Chivalry) 
Prinsip ini mengandung arti bahwa di dalam perang, 
kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang 
tidak terhormat, perbuatan curang dan cara-cara yang 
bersifat khianat dilarang. 
  
A.3 Tujuan Hukum Humaniter Internasional 
Di dalam U.S Army Field Manual of the Law of 
Landwarfare, dijelaskan beberapa tujuan Hukum Humaniter 
Internasional yaitu26 : 
a. Melindungi baik kombatam maupun non-kombatan 
dari penderitaan yang tidak perlu; 
                                                          
26 G.P.H Haryomataram, Hukum Humaniter, Jakarta, Rajawali, 1984. Hal. 3 
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b. Menjamin hak-ha asasi tertentu dari orang yang jatuh 
ke tangan musuh; 
c. Memungkinkan dikembalikannya perdamaian; dan 
d. Membatasi kekuasaan pihak berperang. 
 
B. Hukum Organisasi Internasional 
Sebagai anggota masyarakat internasional, suatu negara tidak 
dapat hidup tanpa adanya hubungan dengan negara lain. Hubungan 
antar negara sangat kompleks sehingga di perlukan pengaturan. 
Untuk mengaturnya agar mencapai tujuan bersama, negara-negara 
membutuhkan wadah yaitu Organisasi Internasional. Fungsi utama 
dari organisasi internasional adalah menyediakan sarana-sarana 
kerjasama internasional, dimana kerjasama-kerjasama ini nantinya 
akan membawa keuntungan terhadap semua atau sebagaian negara 
anggotanya27. 
Umar Bakry mengklasifikasikan organisasi internasional ke 
dalam dua klasifikasi, yaitu :28 
1. Intergovernment Organizations, organisasi antar pemerintah, 
yaitu organisasi yang dibentuk oleh dua atau lebih negara-
negara berdaulat dimana mereka bertemu secara regular dan 
memiliki staf yang fulltime. keanggotaan IGO umumnya bersifat 
                                                          
27 A. Lerroy Benett, International Organizations: Principles and Issues, University of 
Delaware, Englewood Cliffs, New Jersey-Prentice Hall, 1995. Hal 2-3 
28 Umar S Bakry, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Jakarta, University Press, 
1999. Hal. 127 
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sukarela, sehingga eksistensinya tidak mengancam kedaulatan 
negara. 
2. Non-government Organization (NGO), organisasi 
nonpemerintah, merupakan organisasi yang terstruktur dan 
beroperasi secara internasional serta tidak memiliki hubungan 
resmi dengan pemerintah suatu negara. 
 
B.1 Pengertian Organsasi Internasional 
Organisasi internasional sebagai salah satu subjek hukum 
internasional telah menjadi fenomena kehidupan internasional 
yang semakin umum. Organisasi internasional baru muncul 
pada abad ke – 19 yang ditandai dengan berdirinya 
International Telecomunication Union (ITU) yang selanjutnya 
diikuti oleh organisasi di bidang-bidang lain sampai berdirinya 
Liga Bangsa Bangsa (LBB) pada tahun 191829.  
Dalam hukum internasional positif, tidak terdapat satu 
pasal pun yang memberikan batasan tentang apakah yang 
dimaksud dengan organisasi internasional itu. Namun beberapa 
ahli telah berusaha mengemukakan pandangan mereka 
tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan organisasi 
internasional. Beberapa diantaranya adalah : 
                                                          
29 Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung, PT 
Refika Aditama, 2006. Hal 118. 
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D.W. Bowet : 
“.....they were permanent associations (i.e postal or 
railway administration), based upon a treaty of a 
multilateral rather than a bilateral type and with some 
definite criterion of purpose”30 yang artinya bahwa 
organisasi-organisasi ini adalah organisasi permanen 
(misalnya di bidang Postel atau Administrasi Kereta Api) 
yang didirikan atas dasar suatu perjanjian internasional 
yang kebanyakan ialah merupakan perjanjian multilateral 
daripada perjanjian bilateral dan disertai dengan suatu 
tujuan tertentu.  
 
Dr. Boer Mauna : 
“Organisasi internasional adalah suatu perhimpunan 
negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang 
bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui 
organ-organ dari perhimpunan itu sendiri”31 
 
Leonard : 
“International Organization has come to have special 
meaning and characteristic : it is the method of conducting 
international relations by menas of fairly permanent 
agencies to which the member states have assigned 
responsibilities and authority and through which each 
government may advocate policies and objectives in 
furtherance of its national interents”32 
 
Organisasi internasional mempunyai arti dan ciri-ciri 
khusus; cara melakukan hubungan-hubungan internasional 
dilakukan melalui badan-badan permanen yang telah diserahi 
tanggung jawab dan wewenang tertentu dan melalui bada-
                                                          
30 D.W. Bowet, The Law of International Institution, 2nd. Ed, London, Butterworth, 1970. 
Hal 5-6 
31 Baca, Boer Mauna, Hukum Organisasi Internasional. (Baha kuliah untuk para 
mahasiswa Program Pendidikan Pasca sarjana Hukum Internasional Universitas 
Padjajaran Bandung, tahun 1980-1982) Hal. 4. 
32 Leonard, L.L, International Organization, New York, London, Toronto, 1951. Hal. 5. 
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badan ini setiap Pemerintah Negara anggota dapat 
melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya dan hal-hal 
yang menyangkut kepentingan nasionalnya. 
 
B.2 Personalitas Hukum Organisasi Internasional 
Tata urutan subyek hukum internasional disesuaikan 
dengan kewenangan yang dimilikinya. Pada tingkat paling atas 
terdapat negara yang mempunyai wewenang internasional 
secara penuh karena statusnya sebagai subyek asli hukum 
internasional semenjak abad ke-16. Selanjutnya menyusul 
organisasi-organisasi antar pemerintah atau organisasi-
organisasi internasional yang mempunyai wewenang-
wewenang khusus. Organisasi internasional ditempatkan 
setelah negara dengan alasan bahwa organisasi internasional 
hanya memiliki hak dan kewajiban menurut hukum 
internasional dalam hal tertentu. 
Sebuah institusi atau organisasi dapat dikatakan memiliki 
personalitas hukum internasional sangat merujuk pada fungsi, 
kekuasaan, keistimewaan, dan kekebalan yang dimilikinya yang 
juga sering disebut sebagai the indicia of personality yang pada 
umumnya terdapat dalam konstitusi dari organisasi yang 
bersangkutan. Contohnya adalah dalam konstitusi atau 
piaagam PBB pasal 104 yang menyatakan mengenai 
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kepemilikan kapasitas legal bagi organisasi dapat mendukung 
fungsinya di negara-negara anggota33.  
Tetapi tidak semua organisasi internasional, apalagi jika 
menurut definisi luas, memiliki personalitas yuridik. Schemers 
berpendapat bahwa untuk dapat memiliki personalitas yuridik 
maka suatu organisasi internasional harus memiliki persyaratan 
sebagai berikut:34 
1.   Dibentuk oleh suatu perjanjian internasional 
2 .  Memiliki organ yang terpisah dari negara-negara 
anggotanya 
3.  Diatur oleh hukum internasional publik.  
Untuk mencapai sasaran dan tujuannya, organisasi 
internasional harus dilengkapi dengan personalitas yuridik 
untuk memungkinkan organisasi internasional melaksanakan 
tugas-tugas dengan baik. Personalitas yuridik suatu organisasi 
internasional pada prinsipnya didasarkan atas pengakuan yang 
diberikan kepadanya. Personalitas yuridik tersebut pada 
umumnya dinyatakan dalam akte-akte konstitutif  organisasi 
tersebut seperti piagam, konvensi, statuta, dan lain lain. 
Contohnya adalah Konvensi mengenai Hak-hak Istimewa dan 
Kekebalan PBB (1946).  
                                                          
33 https://wiedwiputri.wordpress.com/2013/01/30/organisasi-internasional/ diakses pada 3 
Oktober 2016 Pkl. 15:24  
34 Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan,dan Fungsi dalam Era 
Dinamika Global, Bandung: Alumni, 2005. Hal. 475 
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Personalitas yuridik sendiri terbagi menjadi 235 : 
1. Personalitas hukum dalam konteks hukum nasional 
Personalitas hukum organisasi internasional dalam 
konteks hukum nasional pada hakikatnya menyangkut 
keistiewaan dan kekebalan bagi organisasi itu sendiri 
yang berada di wiayah suatu negara anggota, bagi wakil-
wakil dari negara anggotanya dan bagi pejabat-pejabat 
sipil internasional tersebut. 
2. Personalitas hukum dalam konteks hukum 
internasional 
Personalitas hukum dari suatu organissai 
internasional dalam konteks hukum internasional pada 
hakikatnya menyangkut kelengkapan organisasi 
internasional tersebut dalam memiliki kapasitas untuk 
melakukan prestasi hukum, baik dalam kaitannya dengan 
negara lain maupun negara-negara anggotanya, termasuk 
kesatuan lainnya. Kapasitas itu telah diakui dalam hukum 
internasional tidak saja melihat bahwa organisasi 
internasional itu sendiri sebagai subjek hukum 
internasional, tetapi juga karena organisasi itu harus 
menjalankan fungsiya secara efektif sesui mandat yang 
telah dipercayakan oleh anggotanya. 
                                                          
35 https://www.academia.edu/6425639/Hukum_Organisasi_Internasional diakses pada 3 




Terbentuknya organisasi internasional berasal dari 
bermacam-macam peristiwa dan kesepakatan negara-negara 
yang terlibat. Ada organisasi yang terbentuk dari sebuah 
perjanjian kerjasama (dapat berupa charter atau konvensi), 
maupun sebuah resolusi oleh organisasi utama yang sudah 
berdiri seperti contohnya UNICEF yang terbentuk dari resolusi 
Majelis Umum PBB. Interpretasi sebuah kontrak perjanjian 
hukum yang dinamis diperlukan karena tuntutan perkembangan 
hubungan internasional. Perjanjian menjadi penting karena 
menjadi alat utama dari sebuah organisasi internasional. Fungsi 
perjanjian antara lain36 :  
(1) Mengatur tujuan-tujuan organisasi;  
(2) Memberi spesifikasi negara macam apa yang dapat 
bergabung dengan organisasi;  
(3) Mengatur struktur organisasi; 
(4) Membentuk sekretariat resmi organisasi;  
(5) Menjelaskan proses bagaimana konflik dalam 
hubungan internasional akan diselesaikan;  
(6) Menjelaskan privilege dan imunitas apa yang dimiliki 
organisasi. 
 
                                                          
36 Sean D. M, Principles of International Law, USA, 2006, hal. 41-42 
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Beberapa pengadilan dan ilmuwan menyatakan bahwa 
sebuah atribut melekat dengan organisasi internasional. Atribut 
ini diberikan hukum internasional kepada organisasi 
internasional, terpisah dengan atribut negara anggotanya. 
Atribut inilah yang disebut legal personality atau personalitas 
hukum.37 Piagam PBB menyebutkan bahwa setiap negara 
anggota wajib memberi bantuan kepada PBB dan patuh 
kepada Dewan Keamanan PBB. Selain itu piagam PBB juga 
memberi privilege dan imunitas bagi PBB dalam setiap negara 
aggotanya dan membolehkan penyimpulan persetujuan antara 
PBB dan negara anggotanya. Maka dari pernyataan piagam 
PBB tersebut dapat dilihat international personality dari PBB. 
Kemudian dari legal personality itulah lahirlah legal 
responsibility. Suatu organisasi internasional bertanggung 
jawab atas perilaku buruk yang dilakukan oleh organnya, atau 
individual yang dipercayainya. Bahkan jika organ atau individual 
tersebut melakukan ultra vires (tindakan diluar kewenangan 
organisasi) pengalamatan tanggung jawab kepada organisasi 
tersebut tetap ada selama terkait dekat dengan kegiatan 
organisasi.38  
Sebaliknya, negara anggota dianggap tidak bertanggung 
jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi 
                                                          
37 Ibid. Hal 42 
38 Ibid. Hal. 43 
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internasional hanya karena sudah meratifikasi perjanjian dan 
berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. Pernyataan tersebut 
bahkan tertulis dengan jelas dalam perjanjian yang dibuat oleh 
organisasi internasional.39 Masalah pertanggungjawaban dari 
organisasi internasional ini tergantung dari apakah hukum 
nasional atau hukum internasional yang digunakan.  
  
B.3 Prinsip Keanggotaan Organisasi Internasional40 
Dalam keanggotaan Organisasi Internasional dikenal 2 
prinsip yaitu: 
1. Prinsip Universalitas, yang pada umumnya lebih banyak 
mencurahkan perhatiannya kepada masalah-masalah 
global, apakah dengan program yang luas dan kompleks 
seperti dalam LBB atau dalam PBB. 
2. Prinsip selektif (terbatas), yang terbatas pada suatu 
ruang lingkup atau fokus tertentu dan menekankan pada 
beberapa faktor berikut : 
a. geografis, karena itu cenderung untuk 
membentuk organisasi yang bersifat regional 
contohnya seperti ASEAN dan Uni Eropa; 
b. kepentingan yang akan dicapai, misalnya 
kerjasama bagi negara pengekspor minyak (OPEC); 
                                                          
39 Ibid. Hal. 43-44 
40 Ibid. Hal. 54 
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c. kualitatif, melihat sistem ekonomi dan bentuk 
tertentu pemerintahan contohnya COMECON; 
d. kebudayaan, agama, etnis, dan pengalaman 
sejarah seperti dalam Liga Arab dan Organisasi 
Negara-Negara Persemakmuran 
e. penerapan hak hak asasi manusia, seperti 
dalam Dewan Eropa (“Council of Europe”) 
  
B.4 Fungsi Kewenangan Organisasi Internasional 
Organisasi internasional memiliki kapasitas yang melekat 
pada kepemilikan personalitas yuridiknya, yakni:41 
   1. Organisasi-organisasi internasional dapat membuat 
perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara 
anggota, negara-negara lain atau organisasi-organisasi 
lainnya. Hal ini didasarkan pada Konvensi Wina mengenai 
Hukum Perjanjian antara Negara-negara dan Organisasi-
organisasi Internasional atau Antara Organisasi-organisasi 
internasional 
2. Organisasi-organisasi internasional pada umumnya 
mempunyai hak legislasi aktif (mengadakan kerjasama 
berdasarkan misi organisasi itu sendiri) dan hak legislasi 
                                                          
41 Margaret Karns, Karen A. M., International Organizations, London, 2004, hal. 7-9 
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pasif (mengadakan kerjasama berdasarkan misi negara 
anggota yang menghendakinya) 
3. Hak untuk mengajukan pengajuan internasional, 
dengan cara protes, pembentukan angket, perundingan 
atau penyelesaian melalui arbitrasi atau hukum 
4. Otonomi keuangan dan kapasitasnya untuk mempunyai 
anggaran belanja sendiri.  
 
Sedangkan wewenang yang dimiliki organisasi 
internasional adalah:42 
1. Wewenang Implisit 
      Wewenang implisit adalah wewenang untuk 
melakukan perbuatan yang tidak secara eksplisit 
dinyatakan oleh konstitusi suatu organisasi. Pemberian 
wewenang ini biasanya disahkan oleh Mahkamah 
Internasional. 
2. Wewenang Normatif dan Wewenang Operasional 
Wewenang normatif adalah wewenang yang 
memperbolehkan organisasi internasional membuat 
norma-norma seperti ketentuan-ketentuan hukum atau 
keuangan. Termasuk pula dalam kategori ini hak untuk 
ikut dalam konvensi-konvensi internasional.  
                                                          
42 Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan,dan Fungsi dalam Era 
Dinamika Global, Bandung: Alumni, 2005. hal. 480-482. 
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      Wewenang operasional adalah berbagai wewenang 
selain wewenang membuat norma-norma, seperti 
wewenang memberikan bantuan ekonomi, administratif, 
atau militer kepada negara tertentu. 
3. Wewenang Pengawasan dan Wewenang Sanksi 
Wewenang pengawasan adalah wewenang suatu 
organisasi internasional untuk mengawasi negara-negara 
anggota yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah 
disepakati. Pengawasan dilakukan oleh organ-organnya 
atau komite-komite khusus yang dibuat untuk memonitor 
atau mempelajari suatu konvensi. Contohnya Human 
Right Committee dalam kerangka International Covenant 
on Civil and Political Right (1976). Mekanismenya dapat 
berupa laporan rutin atau pengaduan dari kelompok-
kelompok kepada komite tersebut jika ada pelanggaran 
yang terjadi. 
Wewenang sanksi dimiliki oleh banyak organisasi, 
contohnya penangguhan hak suara yang tercantum dalam 
pasal 19 Piagam PBB, pasal 88 Konvensi ICAO, pasal 
13.4 Konstitusi ILO. Pada umumnya wewenang ini lebih 
sering dilakukan bukan oleh organ diluar negara anggota, 
tetapi oleh organ yang menghimpun semua negara 




B.5 United Nations International Children’ Emergency Fund 
(UNICEF) sebagai Organisasi Internasional 
UNICEF adalah sebuah organisasi internasional dibawah 
naungan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) yang bergerak di 
bidang kesehatan dan gizi, air dan kebersihan lingkungan, 
perlindungan, serta pendidikan dan HIV/AIDS, dalam rangka 
bantuan kemanusiaan pasca perang dunia II, yang 
mengkhususkan pada bantuan kemanusiaan anak-anak yang 
ada di dunia43. Unicef didirikan oleh majelis umum PBB pada 
tanggal 11 Desember 1946 untuk membantu dan memberikan 
bantuan darurat dalam bentuk berupa makanan , obat-obatan , 
dan pakaian untuk anak-anak Eropa dan juga pada masa 
peperangan di Cina ,yang  menjadi korban perang. 
Awal terbentuknya UNICEF dimulai ketika Perang Dunia II 
berakhir, PBB mulai mempromosikan perdamaian dunia. 
Banyak pemimpin PBB dari seluruh dunia khawatir tentang 
anak-anak di Eropa. Pada tahun 1946, para delegasi untuk 
PBB menyiapkan dana sementara yang disebut Dana Darurat 
PBB Internasional Anak (UNICEF). Didirikan untuk membantu 
anak-anak semua bangsa, bukan hanya negara-negara yang 
memenangkan Perang Dunia II. 
                                                          
43 United Nations Department of Public Information, Basic Fact about the United Nations, 
New York, 2011. Hal. 36. 
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 Pada awalnya, para pemimpin UNICEF berpikir itu yang 
paling penting untuk meningkatkan kesehatan anak-anak dan 
gizi. UNICEF bekerja dengan para pemimpin, petani, dan 
kelompok amal untuk membantu peternakan menghasilkan 
lebih banyak susu di Eropa karena banyak peternakan hancur 
dalam perang. Pada tahun 1950, Unicef akan menutup diri 
karena kondisi di Eropa jauh lebih baik. Namun, beberapa 
pemimpin PBB protes karena mereka merasa pekerjaan 
UNICEF tidak dilakukan karena banyak anak di seluruh dunia 
sedang sekarat. Pada tahun 1953, PBB memutuskan untuk 
membuat UNICEF bagian permanen dari PBB. Mereka juga 
resmi berubah nama menjadi Dana Anak PBB. 
   UNICEF merupakan bagian dari PBB, yang bekerja 
untuk perdamaian dunia. Tujuan utama UNICEF adalah untuk 
memastikan bahwa anak-anak di seluruh dunia mendapatkan 
perawatan dan pendidikan yang mereka butuhkan untuk 
tumbuh menjadi orang dewasa bahagia dan sehat. UNICEF 
percaya bahwa anak membutuhkan jenis khusus perawatan 
dan kasih sayang. Jika anak-anak tidak menerima perawatan 
yang baik, maka akan dapat menyakiti mereka selamanya. 
Pasca Perang Dunia II, Majelis Umum dari suara PBB kembali 
membangun Darurat PBB Internasional Dana Anak (UNICEF), 
sebuah organisasi untuk membantu memberikan bantuan dan 
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dukungan untuk anak yang tinggal di negara yang hancur oleh 
perang. 
Setelah krisis pangan dan medis dari akhir 1940-an 
berlalu, UNICEF terus melakukan perannya sebagai organisasi 
bantuan untuk anak-anak dari negara-negara bermasalah dan 
selama tahun 1970 tumbuh menjadi penganjur vokal tentang 
hak anak. Selama tahun 1980, Unicef membantu Komisi HAM 
PBB dalam penyusunan Konvensi Hak Anak. Setelah 
diperkenalkan kepada Majelis Umum PBB pada tahun 1989, 
Konvensi Hak Anak menjadi manusia yang paling banyak 
meratifikasi perjanjian hak dalam sejarah, dan Unicef 
memainkan peran penting dalam memastikan penegakannya. 
Dari 184 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
hanya dua negara telah gagal untuk meratifikasi perjanjian itu, 
yakni Somalia dan Amerika Serikat. Somalia saat ini tidak 
memiliki pemerintah yang diakui secara internasional, sehingga 
ratifikasi tidak mungkin, dan Amerika Serikat, yang merupakan 
salah satu penandatangan asli dari konvensi, telah gagal untuk 
meratifikasi perjanjian karena kekhawatiran tentang dampak 
potensial terhadap kedaulatan nasional dan hubungan antara 
orangtua dan anak. 
Dana UNICEF telah dibuat untuk bekerja dengan orang 
lain untuk mengatasi kendala bahwa kemiskinan, kekerasan, 
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penyakit dan diskriminasi terjadi di jalan anak. Pada tahun 1946 
tantangan besar pertama Unicef adalah membantu anak-anak 
di Eropa yang hidupnya telah hancur akibat Perang Dunia II. 
Selama 65 tahun terakhir UNICEF telah menjadi kekuatan 
pendorong di belakang visi dunia untuk semua anak. UNICEF 
memiliki otoritas global untuk memengaruhi para pengambil 
keputusan, dan bekerja dengan mitra di tingkat akar rumput 
untuk mengubah ide inovatif menjadi kenyataan.  Dari awal di 
Eropa pada tahun 1940-an Unicef saat ini bekerja di 190 
negara melalui program negara dan Komite Nasional. 
Perlindungan Anak merupakan permasalahan setiap 
negara dan salah satu prioritas untuk UNICEF. Semua anak 
mempunyai hak untuk dilindungi dari berbagai pelanggaran. 
UNICEF melakukan tugasnya dengan aturan normatif 
internasional yang ada berdasarkan keputusan PBB dan tentu 
saja dengan kerjasama dengan Negara bersangkutan baik 
dalam keadaan krisis maupun dalam keadaan stabil dengan 
melakukan upaya-upaya pencegahan agar anak-anak dapat 
terlindungi dengan baik. 
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Lima prinsip strategi yang dicanangankan UNICEF akan 
dikelompokkan dengan pendekatan inti untuk membangun 
lingkungan yang aman dengan44 : 
1. Memperkuat sistem perlindungan nasional 
Sistem perlindungan anak meliputi pengaturan hukum, 
kebijakan, regulasi dan kesehatan, keamanan dan 
keadilan. Tanggungjawab ini disebarkan melalui agen 
pemerintahan dengan pelayanan yang disalurkan 
melalui kewenangan lokal ataupun kelompok 
komunitas. 
UNICEF ditempatkan untuk memengaruhi kerangka 
normatif berkaitan dengan anak-anak, melalui 
reformasi hukum dan pengembangan kebijakan. 
UNICEF menggabungkan upaya perlindungan anak ini 
dengan perencanaan nasional dan proses 
perencanaan desentralisasi termasuk strategi 
perlindungan sosial. UNICEF juga harus memastikan 
reformasi perlindungan sosial ini dapat memberikan 
kontribusi untuk mencapai perlindungan anak yang 
maksimal. UNICEF mempromosikan keadilan untuk 
anak melalui pengaturan hukum dan memperkuat 
koordinasi dengan para pemegang kekuasaan sistem 
                                                          
44 United Nations Economic and Social Council, UNICEF Child Protection Strategy, 
E/ICEF/2008/5/Rev.1. 20 Mei 2008 
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perlindungan anak dan mendukung pendaftaran 
kelahiran anak. 
 
2. Mendukung perubahan sosial 
Perlindungan anak yang lebih baik membutuhkan 
konsensus nasional. Oleh karena itu, UNICEF bekerja 
dengan meningkatkan pengetahuan dan penyimpanan 
data anak, memperkuat peran perlindungan keluarga 
dan komunitas, serta mendukung dialog dan edukasi 
publik. 
 
3. Mempromosikan perlindungan anak di area konflik dan 
bencana alam 
Konflik dan bencana alam yang semakin marak terjadi 
membuat UNICEF harus meningkatkan fokusnya 
kepada perlindungan anak dengan mendasar pada 
hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia 
internasional. UNICEF juga membangun sistem 
perlindungan anak nasional maupun daerah untuk 
mengontrol dan memastikan perlindungan anak pada 
suatu negara berkonflik ataupun yang sedang terkena 
bencana alam. 
4. Pembangunan dan manajemen pengetahuan 
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UNICEF bekerja dengan memperkuat kapasitas 
analitikal internal untuk membagikan dan 
memaksimalkan pengetahuan, data dan analisis yang 
baik pada perlindungan anak dan juga mengawasi isu-
isu perlindungan anak. 
5. Mendukung agen-agen perubahan. 
UNICEF diharapkan menjadi panutan dalam isu-isu 
perlindungan anak yang membuat UNICEF 
mempunyai tanggungjawab yang tinggi untuk 




C.1 Definisi Anak 
Menurut Pasal 1 Convention on th Rights of the Child 
yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) definisi anak adalah : 
“Setiap manusia di bawah 18 tahun kecuali jika di bawah 
undang-undang atau hukum nasional yang berlaku bagi 
anak, mayoritas usia lebih dini diperoleh lebih awal.” 
Negara Republik Indonesia yang juga sudah meratifikasi 
Konvensi Hak Anak yang tertuang dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
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Perlindungan Anak juga mencantumkan definisi anak dalam 
Pasal 1, yaitu : 
“Anak adalah sesorang yang berlum berusia 18 tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 
Anak menurut The United Nations Children's Fund 
(UNICEF) berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18 
(delapan belas) tahun kecuali, berdasarkan undang-undang 
yang berlaku untuk anak, kedewasaan yang di capai lebih 
cepat.45  
 
C.2 Hak Anak 
Hak Anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang 
wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, 
masyarakat, pemerintah dan negara. Hak anak tersebut 
mencakup non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak 
kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan 
terhadap pendapat anak46. 
Gagasan mengenai Konvensi Hak Anak bermula sejak 
berakhirnya Perang Dunia 1 sebagai reaksi atas penderitaan 
yang timbul akibat dari bencana peperangan, terutama yang 
dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-
                                                          
45 Article 1, Convention on the Rights of the Child (CRC) 
46 Undang Undang Perlindungan anak Bab l pasal l No.12 dan Bab ll pasal 2 
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Bangsa (LBB) saat itu tergerak karena besarnya jumlah anak 
yang menjadi yatim piatu akibat perang.  
Awal bergeraknya ide hak anak bermula dari gerakan para 
aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta 
perhatian publik atas anak-anak yang menjadi korban perang. 
Salah seorang di antara para aktivis tersebut yakni Eglantyne 
Jebb yang kemudian merancang Deklarasi Hak Anak untuk 
Save the Children International Union :47 
1. Anak harus diberi sarana yang diperlukan untuk 
pengembangan normal, baik material maupun spritiual; 
2. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit 
harus dirawat, anak yang terbelakang harus dibantu, anak 
nakal harus direklamasi, dan anak yatim harus terlindung 
dan ditolong; 
3. Anak itu harus menjadi yang pertama untuk menerima 
bantuan pada saat kesulitan; 
4. Anak harus diletakkan dalam posisi untuk 
memperoleh penghasilan dan harus dilindungi terhadap 
setiap bentuk eksploitasi; 
5. Anak harus dibesarkan dalam kesadaran bahwa 
bakat yang harus ditujukan untuk melayani sesama 
manusianya. 
                                                          
47 www.savethechildren.net, History of Save The Children, diakses pada tanggal 5 Juni 




Deklarasi ini kemudian dikembangkan menjadi sepuluh 
butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan Deklarasi 
Hak Anak (Declaration of The Rights of Th Child) yang 
kemudian pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga Save The 
Children Fund Internationl Union. Sepuluh butir pernyataan 
tersebut yakni : 
1. Untuk kesetaraan, terlepas dari ras, agama, jenis 
kelamin, nasionalisme, atau asal-usul sosial; 
2. Untuk mengembangkan anak secara fisik dan mental 
dengan cara yang sehat; 
3. Untuk nama dan kewarganegaraan; 
4. Untuk gizi yang memadai; 
5. Untuk perawatan khusus jika cacat; 
6. Untuk mencintai, memahami, dan perlindungan; 
7. Untuk pendidikan gratis, untuk bermain dan rekreasi; 
8. Untuk menjadi orang pertama yang menerima 
bantuan saat bencana; 
9. Untuk perlindungan terhadap segala bentuk 
penelantaran, kekejaman, dan eksploitasi; 
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10. Harus dibawa dalam semangat toleransi, perdamaian, 
dan persaudaraan universal.48 
Pada tahun 1924, pernyataan ini diadopsi dan disahkan 
sebagai pernyataan Hak-Hak anak oleh Liga Bangsa-Bangsa. 
Pada tahun 1948 setelah Perang Dunia II berlangsung, 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia yang di dalamnya mencantumkan 
hak-hak anak. 
Selanjutnya disusul oleh Konvensi PBB tentang Hak-Hak 
Anak (Convention on the Rights of the Child) tahun 1958 yang 
merupakan instrument internasional pertama yang mengikat 
secara hukum yang menggabungkan hak-hak sipil, budaya, 
ekonomi, politik, dan social anak.  
Dalam Konvensi Hak-Hak Anak atau biasa di sebut 
Convention on the Rights of the Child (CRC) terdapat 54 artikel 
di dalamnya dan dua Protokol Opsional, yang secara umum 
tergambar adalah: 
1. Hak untuk hidup; 
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan; 
3. Hak untuk terhindar dari pengaruh berbahaya; 
4. Hak untuk terhindar dari pelecehan; 
5. Hak untuk terhindar dari eksploitasi; 
                                                          
48 www.crin.org, Rights and Obligations of the Child, diakses pada tanggal 5 Oktober 
2016. Pkl. 11:39. 
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6. Hak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam keluarga; 
7. Hak untuk kehidupan berbudaya dan bersosialisasi. 
 
Dalam Konvensi Hak-Hak Anak terdapat empat prinsip 
umum. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk membentuk 
interpretasi atas Konvensi ini secara keseluruhan, dan dengan 
demikian memberikan arahan bagi program penerapan dalam 
lingkup nasional. Empat prinsip dasar dari Konvensi ini diatur 
dalam Pasal 2, 3, 6, dan 12. 
1. Non Discrimination (Pasal 2 
Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam 
CRC harus diberlakukan kepada setiap anak tanpe 
pembedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan 
dari prinsip universalitas Hak Asasi Manusia; 
2. Best Interest of The Child (Pasal 3) 
Artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut 
anak, maka yang terbaik bagi anak haruslah menjadi 
pertimbangan yang utama. 
3. Survival and Development (Pasal 6) 
Artinya bahwa hak hidup yang melekat pada setiap anak 
harus diakui dan bahwa Hak Anak atas kelangsungan 
hidup dan perkembangannya harus dijamin. 
4. Respect for The Views of The Child (Pasal 12) 
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Artinya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut 
hal-hal yang memengaruhi kehidupannya, perlu 
diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.49 
 
C.3 Tentara Anak 
UNICEF mendefenisikan tentara anak seperti layaknya 
seorang anak - anak laki-laki atau perempuan di bawah 18 
tahun, yang merupakan bagian dari setiap jenis kekuatan 
bersenjata reguler atau tidak teratur atau kelompok bersenjata 
dalam setiap kapasitas, termasuk, namun tidak terbatas pada: 
koki, kuli, utusan, dan siapa menyertai kelompok tersebut selain 
anggota keluarga. Ini termasuk anak perempuan dan anak laki-
laki direkrut untuk tujuan seksual paksa dan atau kawin 
paksa.50 
Sedangkan definisi tentara anak menurut Cape Town 
Principles51 adalah : 
“A child soldier is any person under 18 years of age who is 
part of any kind of rreguler or irreguler armed force or 
armed group in any capacity, including but not limited to 
cooks, porters, messengers and anyone accompanying 
such groups, other than family members. The definition 
includes girls recruited for sexual purposes and for forced 
                                                          
49 Supriyadi W. Eddyono, Sei bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara : Pengantar 
Konvensi Hak Anak, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Indonesia, 
2005. Hal. 1 
50 www.unicef.org/emerg/files/childsoldiers.pdf , FACTSHEET: CHILD SOLDIERS, 
diakses pada tanggal 27 September Pukul 17:19 WITA 
51 Cape Town Principles dibentuk UNICEF PADA 27-30 April 1997 di Cape Town, Afrika 
Selatan. Prinsip ini juga dikenal dengan nama “Cape Town and Best Practices on the 
Recruitment of Children into the Armed Forces and on Demobillization and Social 
Reintegration of Child Soldiers in Africa” 
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marriage. It does not, therefore, only refer to a child who is 
carrying or has carried arms.” 
 
(Tentara anak adalah setiap orang yang usianya berada di 
bawah 18 tahun yang merupakan bagian dari setiap bentuk 
kekuatan senjata reguler atau tidak teratur atau kelompok 
bersenjata dalam kapasitas apapun, termasuk diberdayakan 
sebagai koki, porter, utusan, dan siapapun yang menyerti 
kelompok tersebut, selain anggota keluarga. Definisi tentara 
anak juga mencakup anak perempuan yang direkrut untuk 
tujuan seksual dan perkawinan paksa. Bagaimanapun, prinsip 
ini tidak berlaku hanya pada anak-anak yang menggunakan 
senjata.) 
 
Cape Town Principles mempunyai tiga tujuan utama, 
yakni: 
1. Pencegahan rekrutmen tentara anak; 
2. Demobilisasi tentara anak; 




D. Prinsip Tanggung Jawab Negara 
Sebagai subjek hukum Internasional, Negara memiliki hak 
dan kewajiban tertentu berdasarkan hukum internasional yang 
dikenal dengan pertanggungjawaban negara atau state 
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responsibility.52 Latar belakang timbulnya tanggung jawab 
negara yaitu, bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat 
menikmati hak-haknya tanpa menghormati negara lain. Setiap 
pelanggaran terhadap hak negra lain menyebabkan negra 
pelanggar harus bertanggung jawab atas tindakannya 
tersebut.53 
Menurut Malcolm N. Shaw, yang menjadi karakteristik 
penting adanya tanggung jawab (negara) bergantung pada 
faktor-faktor dasar berikut ini54 : 
1. Adanya kewajiban Internasional yang berlaku pada 
negara 
2. Perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban 
internasional yang melahirkan tanggung jawab negara 
3. Kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari adanya 
tindakan yang melanggar hukum secara internasional.  
Secara umum, tanggung jawab negara timbul apabila 
negara melakukan hal-hal seperti melanggar suatu perjanjian 
internasional, melanggar kedaulatan teritorial negara lain, 
merusak wilayah atau hak milik negara lain, menggunakan 
kekerasan bersenjata terhadap negara lain, merugikan 
                                                          
52 Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, PT RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2015. Hal. 207 
53 Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, CV Rajawali, Jakarta, 
1991. Hal. 173 
54 Ibid. Hal 174-175. 
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perwakilan diplomatik negara lain atau kesalahan dalam 
memperlakukan warga negara asing.55 
Unsur-unsur penting yang menentukan adanya tindakan 
salah dari negara adalah56 : 
1. Manakala tindakan berupa perbuatan, atau kelalaian 
yang terjadi dapat dibebankan kepada negara 
berdasarkan hukum internasional 
2. Tindakan tersebut menimbulkan suatu pelanggaran 
atas kewajiban internasional dari negara tersebut. 
Selain itu, prinsip tanggungjawab negara dalam kaitannya 
dengan penegakan Hak Asasi Manusia diatur dalam Article 2 
(1) International Covenant on Civil and Political Rights dan 
Article 2 International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights yang berisi bahwa setiap negara wajib 
menjamin kesamaan Hak untuk masyarakatnya tanpa adanya 





                                                          
55 D.J. Harris, Cases ad Material on International Law, Sweet and Maxwell, London, 1998 
Hal. 484. 





A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilengkapi 
dengan data-data empiris yang di perlukan untuk melengkapi 
skripsi ini. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Dalam penulisan skripsi, penulis memilih tempat penelitian, yaitu: 
1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
2. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin 
 
C. Jenis Bahan dan Sumber Data 
Jenis bahan yang diperoleh, yaitu: 
1. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, 
hasil penelitian jurnal ilmiah, publikasi resmi dari PBB, bahan-
bahan dokumentasi, dan data-data lain yang diperoleh secara 
langsung (hard copy) maupun yang diperoleh dari hasil pencarian 
melalui internet (soft copy) yang terkait dengan Hukum Organisasi 






Adapun sumber bahan yang akan menjadi sumber informasi 
yang digunakanoleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah: 
a. Buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
b. Literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul skripsi 
ini. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder, data yang diperoleh dari para ahli hukum seperti hakim 
atau pengacara maupun akademisi baik yang didapatkan dari buku-
buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, maupun publikasi resmi dari PBB 
serta sumbersumber informasi lainnya seperti data-data yang 
terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan. 
 
E. Analisis Data 
Dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan bahan-
bahan yang diperoleh dari buku-buku dan literatur literatur lain. Data 
yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan analisis 
normatif secara deduksi logis. Hasil akhirnya akan dipaparkan untuk 






A. Upaya UNICEF untuk mencegah perekrutan tentara anak di 
Myanmar berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 
Angkatan Militer memiliki peran yang sangat penting dalam 
sebuah negara. Keamanan sebuah negara selalu berbanding lurus 
dengan kekuatan angkatan militer negara tersebut. Oleh karena itu 
semua negara akan berupaya semaksimal mungkin untuk 
menjadikan angkatan militernya menjadi benteng pertahanan terkuat 
dibanding negara lain untuk memastikan keamanan negara mereka 
masing-masing. 
Berbagai macam upaya dilakukan oleh negara-negara untuk 
menjadikan angkatan militer sebuah negara menjadi angkatan militer 
terkuat dibanding negara lain. Namun sayangnya, negara-negara 
tertentu seperti contohnya Myanmar menggunakan cara yang salah 
dengan merekrut anak-anak dibawah umur untuk bergabung dalam 
ajang pertahanan negara tersebut. Anak-anak ini dipaksa, bahkan 
ada yang menggunakan kekerasan, untuk bergabung dalam 
angkatan militer.57 Namun tidak jarang anak-anak ini bergabung 
                                                          




dalam angkatan militer karena faktor ekonomi, sosial, dan tekanan 
keamanan lingkungan sekitarnya.58 
UNICEF sebagai organisasi yang berfokus pada pemenuhan 
ha-hak anak memiliki tanggungjawab untuk menghentikan 
perekrutan tentara anak yang terjadi di Myanmar, memulihkan 
keadaan mereka seperti anak-anak pada umumnya dan mencegah 
agar tidak ada lagi perekrutan tentara anak di Myanmar. 
 
A.1. Pengaturan Hukum dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 
terhadap Perekrutan Anak pada Angkatan Militer di 
Myanmar 
Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989 yang telah diratifikasi 
oleh Myanmar  telah mengatur mengenai perlindungan anak 
dari eksploitasi ekonomi atau dari melakukan setiap pekerjaan 
yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan 
anak, atau mebahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, 
mental, spiritual, moral atau sosial anak.59  
Bergabungnya anak-anak pada angkatan militer baik 
pemerintah maupun non-pemerintah di Myanmar terutama 
pada masa konflik bersenjata merupakan pekerjaan yang tidak 
                                                          
58 Berdasarkan hasil Wawancara Human Right Watch pada Human Right Watch Report 
“My Gun was As Tall As M – Child Soldier in Burma” dengan Thu Reh (nama telah 
disamarkan oleh Human Right Watch) salah satu anak di Myanmar yang bergabung 
dengan Karenni Army pada umur 13 tahun dengan keinginan sendiri karena ingin 
membalas dendam atas kejamnya perlakuan Karenni Army di desa tempat ia tinggal. 
Diakses pada tanggal 7 Januari 2017 Pkl 05:42 Wita. 
59 Pasal 32 ayat 1 Konvensi Hak-Hak Anak 1989 
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layak dan sangat berbahaya untuk anak-anak. Hal ini juga tentu 
bertetangan dengan pasal 32 Konvensi Hak-Hak Anak tahun 
1989 : 
1. Negara-negara peerta mengakui hak anak untuk 
dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukn 
setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau 
mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan 
kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, 
moral atau sosial anak. 
 
 
2. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-
langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan 
untuk menjamin pelaksanaan Pasal ini. Untuk ini dan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari 
perangkat-perangkat internasional, negara-negara 
peerta khususnya akan : 
 
(a) Menentukan usia minimum atau usia-usia minimum 
untuk diterima bekerja; 
(b) Menetapkan peraturan yang tepat tentang jam dan 
persyaratan kerja; 
(c) Menentukan hukuman-hukuman yang tepat atau 
sanksi-sanksi lain untuk menjamin pelaksanaan 
pasal ini. 
 
Dengan bergabung dalam angkatan militer, tentu saja 
anak-anak ini tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka di 
bangku sekolah. 
 Belum lagi kondisi mental mereka yang belum siap untuk 
situasi mencekam dan menegangkan setiap harinya dibawah 
tekanan para kombatan yang tidak mereka kenali. Anak-anak 
ini bahkan dipaksa untuk melakukan serangan yang tidak 
segan-segan merenggut nyawa manusia. Bahkan anak-anak ini 
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sangat sering menjadi korban kekerasan para kombatan tanpa 
alasan yang jelas.60 
Dalam Pasal 38 Konvensi ini lebih jelas mengatur bahwa : 
1. Negara-negara peserta berusaha untuk enghormati 
dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan-
ketentuan hukum kemanusiaan internasional yang 
berlaku bagi mereka dalam sengketa bersenjata yang 
relevan untuk anak-anak. 
 
2. Negara-negara peserta akan mengambil semua 
langkah yang tepat untuk memastikan bahwa orang 
yang berlum mencapai usia lima belas tahun tidak turut 
serta secara langsung dalam pertempuran. 
 
 
3. Negara-negara peserta tidak akan menerima setiap 
orang yang berlum mencapai usia lima belas tahun 
dalam angkatan bersenjata mereka. Untuk di terima 
dalam angkatan bersenjata orang-orang yang sudah 
mencapai usia lima belas tahun tetap masih belum 
mencapai umur delapan belas tahun, negara-negara 
peserta akan berusaha untuk memberi prioritas 
kepada mereka yang paling tua. 
 
 
4. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka dalam 
undang-undang kemanusiaan internasional untuk 
melindungi penduduk sipil dalam sengketa-sengketa 
bersenjata, negara-negara peserta akan mengambil 
semua langkah yang tepat untuk menjamin adanya 
perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang 
terkana akibat dari sengketa konflik bersenjata. 
 
 
Semakin populernya keterlibatan anak-anak dalam konflik 
bersenjata dan sebagai implikasi dari ayat 2 pasal 32 Konvensi 
Hak-Hak Anak 1989 juga berkesinambungan dengan pasal 38 
                                                          
60 Human Right Watch Report, Op.Cit Hal. 6 
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Konvensi tersebut, maka negara-negara yang telah meratifikasi 
Konvensi ini dibantu dengan UNICEF mengambil langkah untuk  
membuat protokol tambahan yang khusus mengatur tentang 
keterlibatan anak dalam konflik bersenjata sebagai bentuk 
komitmen mereka untuk berjuang membela hak-hak anak. 
Optional Protocol to the Conventon on the Rights of the 
Child on the Involvement of the Children in Armed Conflict, 
2000 mengatur lebih spesifik mengenai peningkatan 
perlindungan hukum terhadap tentara anak dengan menaikkan 
batas usia minimum keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. 
Dalam Article 1 and 2 optional Protocol ini dengan jelas 
dikatakan : 
Article 1 
States Parties shall take all feasible measures to ensure 
that members of their armed forces who have not attained 
the age of 18 years do not take a direct part in hostilities. 
Article 2 
States Parties shall ensure that persons who have not 
attained the age of 18 years are not compulsorily recruited 
into their armed forces. 
Instrumen hukum internasional lainnya menekankan 
kebutuhan pembangunan kebebasan anak dari kelaparan, 
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akses ke memproleh pendidikan, partisipasi dalam kehidupan 
sosial dan budaya dan mempunyai peran dalam keluarga.61 
Lebih rinci lagi dalam pasal 77 Protokol Tambahan I 
Konvensi Jenewa 1977 menyatakan bahwa :62 
1. Anak-anak harus mendapat penghormatan khusus dan 
harus dilindungi terhadap setiap bentuk serangan tidak 
senonoh. Pihak-Pihak dalam sengketa harus 
memberikan kepada mereka perhatian dan bantuan 
yang mereka perlukan, baik karena usia mereka 
maupun karena alasan lain. 
 
2. Pihak-pihak dalam sengketa harus mengambil segala 
tindakan yang dapat dilakukan agar supaya anak-anak 
yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak ikut 
ambil bagian langsung dalam peperangan dan, 
khususnya mereka harus menjauhkan diri dari melatih 
anak-anak itu untuk masuk angkatan perang mereka. 
Didalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia 
lima belas tahun tetapi yang belum mencapai usia 
delapan belas tahun, maka Pihak-pihak dalam 
sengketa harus berusaha memberikan pengutamaan 
kepada mereka yang tertua. 
 
 
3. Apabila, di dalam hal-hal yang merupakan 
perkecualian, sekalipun adanya ketentuanketentuan 
dalam ayat (2) di atas, anak-anak yang belum 
mencapai usia lima belas tahun ikut ambil bagian 
langsung dalam permusuhan dan jatuh kedalam 
kekuasaan suatu Pihak lawan, maka anak-anak itu 
harus tetap memperoleh manfaat dari perlindugan 
istimewa yang diberikan oleh Pasal ini, apakah mereka 
ini merupakan tawanan perang atau tidak. 
 
4. Apabila ditangkap, ditahan atau diasingkan karena 
alasan-alasan yang berhubungan dengan sengketa 
bersenjata, anak-anak itu harus ditempatkan di markas 
yang terpisah dari markas orang dewasa, kecuali jika 
                                                          
61 Ilene Cohn and Guy S. Goodwin-Gill, Child Soldiers the Role of Children In armed 
Conflicts, Oxford University press 1994, hal 121 
62 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977 berjudul “Perlindungan Anak” 
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keluarga-keluarga mereka ditempatkan sebagai satuan 
keluarga.  
  
Anak-anak memang tidak ditetapkan mempunyai hak 
untuk diperlakukan sebagai tawanan perang, melainkan 
mereka disebutkan harus memperoleh keuntungan berupa 
perlindungan khusus yang ditetapkan dalam Hukum Jenewa, 
terlepas apakah berstatus tawanan perang atau tidak.63 Pihak-
pihak yang bersengketa ditetapkan untuk berusaha agar anak-
anak dibawah 15 tahun tidak mengambil bagian langsung 
dalam peperangan dan harus membebaskan mereka dari 
perekrutan dalam angkatan bersenjata mereka.64 
Sejalan dengan Statuta Roma pasal 8 tentang kejahatan 
perang yang masuk dalam yurisdiksi pengadilan mahkamah 
pidana internasional, dalam ayat 2 huruf (b) diatur bahwa 
pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang 
dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional 
salah satunya adalah menetapkan wajib militer atau mendaftar 
anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan 
bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk 
berpartisipasi secara aktif dalam pertikaian.65 
                                                          
63 Claudia Morini, First victims then perpetrators: child soldiers and International Law, 
Europe 20 Oct 2009 hal 191 
64 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Pasal 77 ayat (2) 
65 Statuta Roma tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional 17 Juli 1998 
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Selain itu, merujuk pada Konvensi Organisasi Buruh 
Internasional No. 182 Tentang Pelanggaran dan Tindakan 
Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 
Anak dalam pasal 3 huruf (a) menyatakan : 
“segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis 
perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-
anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau 
wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara 
paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik 
bersenjata”.66 
 
Myanmar sendiri telah meratifikasi konvensi ini pada 18 
Desember 2013.67 
 
A.2 Upaya UNICEF dalam Mengatasi Perekrutan Tentara Anak di 
Myanmar 
UNICEF dan pemerintah Myanmar telah bekerja sama 
sejak ditandatanganinya perjanjian dasar pada tahun 1950.68 
Pada tahun 2012, Myanmar mengalami perubahan akibat hasil 
pemilihan umum yang dimenangkan oleh partai oposisi 
terbesar di parlemen. Berkat hasil pemilihan umum ini, tidak 
ada lagi pembatasan pada media, serikat buruh diizinkan untuk 
                                                          
66 Konvensi Organisasi Buruh Internasional 1 Juni 1999 No. 182 Tentang Pelanggaran 
dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 
dalam pasal 3 huruf (a) 
67http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTR
Y_ID:103159 Diakses pada 7 Januari 2017 Pkl. 08:05 Wita 
68 https://www.unicef.org/myanmar/overview.html Diakses pada tanggal 13 Januari 2017 
Pkl. 13:09 Wita 
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mengatur dan hal ini juga memberikan peluang baru kepada 
UNICEF untuk mempromosikan hak anak.69 
Berdasarkan situasi baru di Myanmar, UNICEF 
mengintensifkan program pendampinganya untuk 
mempertajam reformasi kebijakan, termasuk dalam pendidikan 
dan perlindungan sosial.70 UNICEF berhasil bekerjasama 
dengan institusi-institusi baru untuk mempromosikan hak anak 
ketika institusi tersebut sedang berada dalam tahap formatif. 
UNICEF memfasilitasi dialog antara Myanmar dan Komisi Hak 
Asasi Manusia Indonesia dan India untuk mengajarkan 
Myanmar bagaimana berinteraksi dengan organisasi 
masyarakat, pemerintah, dan United Nations. 
Pendanaan UNICEF di Myanmar diperoleh dari sejumlah 
bantuan yang diberikan oleh pemerintah, swasta dan juga 
individu dari seluruh dunia. Donatur terbesar UNICEF di 
Myanmar adalah pemerintah Jepang, Amerika Serikat, Kanada, 
Belanda, Norwegia, Inggris, dan Swedia, Komite Eropa, Komite 
Nasional UNICEF di Jepang, Amerika dan Australia.71 
UNICEF Myanmar dibantu oleh mitra kerjanya membuat 
sejumlah program dalam upaya membantu anak-anak yang 
tergabung di militer. Ada beberapa hal yang harus dicatat 
UNICEF dalam menjalakannya programnya yaitu bahwa setiap 
                                                          
69 UNICEF Annual Report 2012 for Myanmar, EAPRO. Hal. 1. 
70 Ibid 
71 UNICEF Myanmar: Country Programme Brief 2011-2015. Hal. 25 
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upayanya harus mencakup dimensi pendidikan, sosial, politik, 
ekonomi dan juga budaya. Selain itu, Myanmar juga harus 
melingkupi tiga proses penting yaitu pembebasan dari militer, 
reintegrasi dan juga pencegahan untuk keberhasilan 
penghentian perekrutan tentara anak. 
Berdasarkan tujuan pendiriannya untuk meningkatkan 
standard kualitas hidup anak-anak khususnya di negara 
berkembang, UNICEF memiliki peran yang penting untuk 
mempromosikan hak-hak anak yang telah terenggut di 
Myanmar. UNICEF juga memiliki otoritas yang bersifat 
persuasif untuk secara mendasar memengaruhi proses 
formulasi kebijakan atau keputusan pemerintah suatu negara.72  
UNICEF menjalankan perannya dengan 
merekomendasikan dan mengikat anggotanya untuk 
melakukan tindakan atau memformulasi kebijakan yang sesuai 
dengan tujuan UNICEF itu sendiri yang tidak lain untuk 
kesejahteraan anak semata melalui pencetusan program 
kerjasama penghentian perekrutan tentara anak oleh 
Pemerintah Myanmar bekerjasama dengan PBB.  
                                                          




The Joint Action Plan73 yang ditandatangani Pemerintah 
Myanmar dalam hal ini Jenderal Mayor Ngwe Thein (Direktur 
dari Direktorat Kekuatan Militer, Kementerian Pertahanan) dan 
Jenderal Mayor Tin Maung Win (Wakil Ajudan Angkatan Militer 
Myanmar) dengan PBB yang diwakili oleh Mr. Ashok Nigam 
(Koordinator Penduduk PBB) dan Mr. Ramesh Shrestha 
(perwakilan UNICEF) dengan disaksikan oleh Hia Min (Letnan 
Jenderal Unit Kementerian Pertahanan) dan Ms. Radhika 
Coomaraswamy (Perwakilan khusus dari Sekretaris Jenderal 
PBB untuk anak-anak dan konflik militer) pada tahun 2012 
merupakan hasil dari negosiasi panjang yang telah berlangsung 
selama 5 tahun sebagai upaya untuk melepaskan dan 
mereintegrasi anak-anak yang direkrut menjadi tentara serta 
mencegah perekrutan terjadi di masa depan.74  
Beberapa ketentuan yang terdapat dalam kerangka Joint 
Action Plan ini yaitu antara lain:75 
1. mengidentifikasi semua anak di dalam angkatan 
bersenjata Tatmadaw dan memastikan pembebasan 
tanpa syarat,  
                                                          
73 Kesepakatan yang dibuat oleh Pemerintah Myanmar dengan PBB berdasarkan mandat 
dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 1612 untuk menghentikan perekrutan tentara anak 
di Myanmar dan juga untuk melakukan pembebasan serta identifikasi para anak. 
74 UNITED NATIONS, Pres Conference on Action Plan to End Recruitmnt of Child 
Soldiers in Myanmar. 5 Juli 2012. 
http://www.un.org/press/en/2012/120705_Guest.doc.htm Diakses pada tanggal 14 
Januari 2017 Pkl. 0:00 Wita 





2. memfasilitasi reintegrasi anak yang dilepaskan dari 
Tatmadaw  pada pihak keluarga dan masyarakat 
3.  memfasilitasi proses untuk mengakhiri perekrutan 
anak-anak oleh angkatan bersenjata non-pemerintah 
4. mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 
meningkatkankan perlindungan terhadap seluruh anak 
yang terkena dampak konflik bersenjata, 
5. mengambil langkah-langkah pencegahan untuk 
kedepannya dari Tatmadaw dan mengambil tindakan 
terhadap mereka yang terlibat dalam perekrutan anak 
di bawah umur, 
6. meningkatkan kesadaran bagi Tatmadaw dan 
masyarakat umum terhadap kasus perekrutan tentara 
anak, termasuk melaporkannya kepada pihak terkait, 
7. serta memfasilitasi kerj PBB dan Country Task Force 
on Monitoring and Reporting (CTFMR) dalam 
pengimplementasian Joint Action Plan. 
Upaya UNICEF tidak terbatas pada pembebasan dan 
penghentian perekrutan tentara anak saja, tetapi secara lebih 
jauh upaya UNICEF ini juga dibutuhkan dalam proses 
reintegras anak-anak tersebut dan pemulihan keadaan hidup 
mereka sebagai anak-anak seutuhnya.76 
                                                          
76 UNICEF, Protecting children everywhere in the South-East of Myanmar. Hal. 3 
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Kesadaran tentang perlindungan dan pengembangan 
anak terus meningkat di 13 wilayah di Myanmar dengan 
pelatihan kepada 32.248 orang (132.810 wanita dan 99.438 
anak-anak)77. Setelah berhasil mendukung pelepasan anak dari 
angkatan militer, UNICEF selanjutnya melakukan pemulihan 
secara psikologis dengan memberikan konseling bekerja sama 
dengan organisasi Save the Children78  dalam menyediakan 
pelatihan dasar bagi anak-anak. UNICEF juga bekersama 
dengan ILO untuk melatih anak-anak yang dahulunya pernah 
menjadi tentara dalam praktek bisnis secara dasar dan 
keterampilan yang menghasilkan uang.79 
UNICEF mengorganisir kesempatan belajar untuk 
meningkatkan kesadaran dan kapasitas pelaksanaan hak-hak 
anak termasuk melalui proses parlementer. Anggota komisi 
Hak Asasi Manusia dibekali dengan study tour ke Komisi Hak 
Asasi Manusia/ Pemerintah / PBB dan anggota kelompok 
masyaraat di India, Indonesia dan menghadiri konferensi 
internasional di Yordan. Department Kesejahteraan Sosial 
diberangkatkan ke Filipina untuk belaja mengenai alternatif lain 
untuk melindungi anak (seperti adopsi, pemenuhan tempat 
                                                          
77 UNICEF Annual Report 2012 for Myanmar, EAPRO. Hal 28. 
78 Save the Children adalah sebuah Non-Governmental Organization internasional yang 
bekerja untuk menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. 
http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6146355/k.24E9/Who_We_Are.ht
m diakses pada tanggal 5 Januari 2017 Pkl. 6:29 Wita 
79 Joint Government of the Republic of Union of Myanmar/International Labou 
Organization Strategy for the Elimination of forced Labour, 31 Desember 2015. 
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tinggal yang layak, ataupun hak asuh). Untuk Komite Parlemen 
Perempuan dan Anak, UNICEF memfasilitasi dua perjalanan ke 
Vietnam dan Indonesia dalam rangka membangun kapasitas 
mereka di proses parlemen dan peran anggota parlemen dalam 
mempromosikan dan melindungi hak-hak anak. Setelah 
kunjungan tersebut, UNICEF akan mendukung Pemerintah 
untuk mengutamakan dan mengimplementasikan apa yang 
telah mereka pelajari pada saat kunjungan.80 
 
UNICEF menganjurkan pemerintah Myanmar untuk 
meningkatkan sistem pencatatan kelahiran atau Birth 
Registration sebagai langkah kunci untuk mncegah perekrutan 
tentara anak di masa depan mengingat gagalnya Myanmar 
dalam pengaturan Birth Registration ini menjadi salah satu 
                                                          




faktor anak-anak dengan mudah direkrut ke dalam angkatan 
militer.81  
Delapan pihak yang terdaftar merekrut dan menggunakan 
anak di angkatan militer antara lain82 : 
1. The Tatmadaw 
2. The Democratic Karen Buddhist Army 
3. The Kachin Iindependence Army 
4. Karen National Liberation Army 
5. Karen National Liberation Ary-Peace Council 
6. Karenni Army 
7. Shan State Army-South 
8. The United Wa State Army 
The Tatmadaw merupakan angkatan militer pemerintah 
Myanmar, sedangkan 7 lainnya merupakan angkatan militer 
non-pemerintah. Berdasarkan perjanjian yang dibuat, terdapat 
5 titik fokus komitmen Tatmadaw dengan Pemerintah Myanmar 
berdasarkan Action Plan ini yaitu83 : 
1. Identifikasi, pelepasan dan reintegrasi 
                                                          
81 Berdasarkan laporan Multi-Indicator Cluster Survey (MICS), 35% anak-anak di bawah 
umur 5 tahun tidak terregistrasi dan terdapat perbedaan signifikan angka registrasi anak 
antar daerah di Myanmar. UNICEF, Ministry of National Planning and Economic 
Development, Situation Analyisis of Children in Myanmar. Hal 113 
82 The UN Secretary-General in an annual report to the Security Council lists parties that 
commit grave violations against children, https://www.unicef.org/media/media_65180.html 
Diakses pada tanggal 14 Januari 2017 Pkl. 10:58 Wita 
83 UNICEF Myanmar, Orientation for Military Focal points on Identification, Release, 
Discharge, and Reintegration of child recruits as agreed in the Action Plan. 20 Agustus 
2012 https://www.unicef.org/myanmar/media_19420.html Diakses pada tanggal 14 
Januari 2017 Pkl. 9:14 Wita 
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2. Pencegahan rekrutmen dibawah umur 
3. Peningkatan kepekaan dan pembangunan kapasitas 
4. Akses dan verifikasi 
5. Penegakan hukum dan tindakan pada para pelanggar 
kebijakan rekrutmen Pemerintah 
UNICEF dan Country Task Force on Monitoring and 
Reporting (CTFMR)84 yang terdiri dari beberapa badan-badan 
khusus dan aegen-agen khusus PBB yaitu United Nations 
Development Programme (UNDP), United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR), United Nations Office or 
the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), United 
Nations Populatio Fund (UNFPA), World Food Programme 
(WFP), dan Interntional Labour Organization (ILO), United 
Nations Education, Scientifici, and Cultural Organization 
(UNESCO), Save the Children, menyepakati untuk bekerja 
sama dengan Pemerintah Myanmar untuk meniadakan 
perekrutan anak-anak ke dalam angkatan bersenjata.85 
UNICEF menyambut hangat langkah yang diambil 
Myanmar ini sebagai bentuk komitmen mereka untuk 
menghentikan perekrutan tentara anak di negara mereka. 
                                                          
84 UN-CTFMR dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1612 yang 
memandatkan dibentuknya badan pengawas di Negara yang terdapat pelanggaran berat 
terhadap anak dengan fungsi Mengawasi dan Melaporkan (Monitoring and Reporting 
Mechanism). 
85 UNICEF, Myanmar and UN Sign Landmark Plan of Action to Release Children from 
Armed Forces, 27 Juni 2012. https://www.unicef.org/media/media_65180.html Diakses 
pada tanggal 13 Januari 2017. Pkl. 8:06 Wita 
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Langkah utama yang akan dikerjakan UNICEF adalah untuk 
memastikan semua anak dikembalikan kepada keluarga 
mereka dari Tatmadaw secepatnya dan menerima dukungan 
untuk mempromosikan kesejahteraan, pelajaran dan 
penghidupan.86 
Department Pertahanan Myanmar didukung oleh UNICEF 
melakukan orientasi tiga hari untuk titik fokus militer dari 
Komando Daerah berdasarkan prosedur yang disepakati untuk 
mengidentifikasi, merilis, mendebit dan mereintegrasi 
perekrutan tentara di bawah umur.87 
Pada November 2013, UNICEF mendukung pemerintah 
Myanmar untuk mengadakan kampanye nasional untuk 
meningkatkan kepekaan kepada masyarakat Myanmar tentang 
komitmen mereka untuk menghentikan penggunaan dan 
perekrutan anak ke dalam angkatan militer.88 Kampanye 
Nasional bernama “Children, Not Soldiers” ini resmi diluncurkan 
pada bulan Maret 2015 oleh UNICEF yang memperoleh 
dukungan penuh oleh Myanmar, PBB, dan kelompok 
masyarakat.89 
                                                          
86 Wawancara dengan wakil ketua Country Task Force on Monitoring and Reporting of 
Grave violations of child right in armed conflict. 27 Januari 2012. 
87 https://www.unicef.org/myanmar/media_19420.html. 20 Agustus 2012. Diakses pada 
tanggal 13 Januari 2017 Pkl. 23:45 Wita 
88 UNICEF East Asia and Pacific Media Centre, Myanmar military speeds up release of 
children. https://www.unicef.org/eapro/media_23051.html Diakses pada tanggal 14 
Januari 2017 Pkl. 7:45 Wita 
89 United Nations General Assembly Security Council, Report of the Secretary General : 
Children and armed conflict, A/69/926*-s/2015/409* 5 Juni 2015. 
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B. Tanggungjawab Negara Myanmar terhadap Anak-Anak yang 
dijadikan Tentara di bawah Umur. 
Walaupun Myanmar telah menjadi bagian dari Konvensi Hak-
Hak Anak (CRC) pada tahun 1991, status konstitusi negara 
Myanmar tidak mengikuti Konvensi tersebut. Berbagai ketentuan 
CRC merupakan implementasi dari Child Law 1993, namun pada 
beberapa area terdapat perbedaan pengaturan dari CRC sendiri 
seperti dalam mengartikan anak sebagai orang yang berusia 16-18 
tahun. A National Plan of Action90 dikembangkan untuk 
mempromosikan pengimplementasian CRC, tapi terkendala pada 
kurangnya pemantauan.91 
 
B.1. Perekrutan Anak-Anak sebagai Tentara di Myanmar 
Sejak memperoleh kemerdekaan dari Amerika Serikat 
pada tahun 1948, militer Myanmar telah terlibat dalam konflik 
dengan lebih dari 35 kelompok militer lainnya.92 Usaha-usaha 
Myanmar (ketika itu masih bernama Burma) untuk melakukan 
gencatan senjata dengan kelompok etnis lainnya tidak berujung 
pada rekonsiliasi yang baik. 
Pasca pergolakan pro-demokrasi yang terjadi pada tahun 
1988, angkatan bersenjata pemerintah Burma memulai 
                                                          
90 Perencanaan kerjasama antara Pemerintah dengan United Nations. 
91 UNICEF, Ministry of National Planning and Economic Development, Situation Analysis 
of Children in Myanmar, Juli 2012. 
92 Child Soldier International, Chance for Change : Ending the Recruitmet of Child Soldier 
in Myanmar United Kingdom. 2013. Hal 10 
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perluasan besar-besaran pada tentara mereka. Untuk 
memperkuat kontrol pada populasi masyarakat, Angkatan 
militer bersenjata pemerintah ini melakukan perluasan besar-
besaran pada rezim militer dan pangkalan militer di seluruh 
wilayah negara. Perluasan operasional militer ini tentu saja 
mengarah pada perluasan besar-besaran pada jumlah personil 
angkatan militer. Jumlah target perluasan angkatan militer ini 
ditargetkan mencapai 500.000 anggota termasuk staff dan unit-
unit pendukung operasional lainnya seperti meriam, kendaraan 
baja, dan insinyur.93 
Kondisi perekonomian Burma yang meningkat terutama 
dibagian sumber daya alam juga semakin mendukung 
perluasan kebutuhan pasukan tentara yang dibutuhkan 
melakukan pengamanan infrastruktur di seluruh wilayah 
negara. Walaupun telah menghabiskan hampir 40% 
pendapatan negara untuk kebutuhan militer, namun tetap saja 
mereka kekurangan biaya untuk mempertahankan pasukan 
tersebut.94  
Pada prakteknya para personil militer kesulitan memenuhi 
jumlah personil baru yang dibutuhkan. Pekerjaan di angkatan 
militer adalah pekerjaan yang berbahaya dan  sangat 
melelahkan dimana harus bertempur, belum lagi perlakuan 
                                                          
93 Andrew Selth, Burma’s Armed Forces: Power Without Glory. Norwalk, CT: EastBridge, 
2002. Hal. 79 
94 Human Rights Watch, Burma: Security Council Should Impse Arms Embargo, 2007. 
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kasar dari atasan, bayaran yang rendah dan kondisi tinggal 
yang bisa dikatakan tidak sejahtera. Banyaknya jumlah tentara 
yang pergi dan tidak kembali hampir mencapai 9.500 orang 
dalam jangka waktu 4 bulan saja95. Berdasarkan laporan ini, 
Ajudan Umum Thein Sein memerintahkan para tentara untuk 
merekrut 7.000 tentara tiap bulannya. Angkatan militer ini terus 
melakukan perluasan setidaknya telah menghasilkan 7 divisi 
meriam baru dalam 5 tahun yang kian memperbanyak 
kebutuhan staff militer dimana batalion lama harus terus 
mengirim pasukan ke batalion baru tersebut. 
Sebuah batalyon idealnya harus mempunyai 220-350 atau 
lebih pria dewasa, tapi belakangan ini jumlah staff hanya sekitar 
120-220 tentara dalam sebuah batalyon.96 Bahkan terdapat 20-
50 pasukan yang telah diamputasi tetap dipertahankan dalam 
batalyon angkatan darat untuk memenuhi kuota staff. Hak 
untuk berhenti dari angkatan militer setelah 10 atau 20 tahun 
mengabdipun sulit didapatkan. Menurut pengakuan beberapa 
sumber, mereka dapat berhenti dari angkatan militer jika 
membawa 3-5 staff baru sebagai pengganti.97 
“The high ranking officers realized that recruitment by 
recruiting offices alone was insufficient, so they issued 
orders that recruitment should also be done as part of 
                                                          
95 Human Rights Watch, Sold to be Soldiers “The Recruitment and Use of Child Soldiers 
in Burma” 2007. Hal 35 
96 Berdasarkan hasil wawancara Human Rights Watch dengan seorang tentara yang 
melayani di angkatan militer Burma pada Agustus 2007. 
97 Human Rights Watch, Op.Cit. Hal 36 
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each battalion’s operations. We had a quota system: we 
recruit for our battalion and also for other units like the 
Regional Command. Our battalion was ordered to recruit 
12 people every four months. We couldn’t meet this quota, 
so at every meeting they scolded the battalion officers. To 
solve the problem, battalion officers pressured their junior 
officers to recruit.… We set a rule that soldiers who 
wanted their 30 days’ annual leave must guarantee that 
they will return with at least one recruit. Any soldier who 
wanted a discharge after 10 years of service had to get 
four new recruits for the battalion before we would 
approve his discharge. That’s why there is a problem of 
child soldiers.” (A former battalion commander)98 
 
Akhirnya sebagai alternatif pemenuhan target tersebut, 
Para tentara ini memulai perekrutan mereka dengan merekrut 
anak-anak lekaki berumur 12-17 tahun dibawah perintah 
komandan pasukan karena para pemuda dewasa saat itu juga 
tidak ingin mendaftar secara sukarela.99  
Berdasarkan Laporan  yang diterima United Nations, ada 
sekitar 217 kasus perekrutan dimana 95 diantaranya telah 
diverifikasi. 5 kasus pada 2015, dengan 3 diantaranya 
dilakukan oleh Tatmadaw dan dari angkatan militer 
pemberontak. Dua puluh enam kejadian yang diverifikasi pada 
tahun 2015 terjadi pada tahun 2014. Lebih lanjut, United 
Nations menerima 7 laporan penggunaan anak-anak di fungsi 
pendukung Tatmadaw, termasuk 2 kasus diverifikasi di Rakhine 
                                                          
98 Human Rights Watch, Op.Cit. Hal 37. 
99 Child Soldier International, Op.Cit, Hal. 18 
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State.100 Berikut ini adalah data atau terkait kasus pelanggaran 
yang terjadi pada anak-anak di Myanmar yang diterima oleh 
United Nations pada tahun 2016. 
Cases Number 
Children in Military Detention 3 
Incidents of killing and 
maiming 
25 (killed), 50 (injured) 
Sexual violances against girl 3 
Abduction 5 
Attacks on School 11 
 
Anak-anak yang direkrut biasanya merupakan anak-anak 
yang putus sekolah atau yang mempunyai masalah keuangan 
atau masalah keluarga. Anak-anak dianggap sebagai target 
yang paling memungkinkan karena dapat dengan mudah 
dikelabui dengan sejumlah janji-janji, tidak berdaya akan 
paksaan orang dewasa, dan sangat mudah untuk dilatih.  
Sekolah-sekolah menengah dan universitas-universitas di 
Burma telah ditutup sejak 1988 karena tempat menempuh  
pendidikan ini dianggap sebagai sarana mengumpulkan 
perlawanan bagi pihak pemberontak. Para remaja yang tetap 
                                                          
100 United Nations General Assembly Security Council, Children and armed conflict : 





ingin menempuh jenjang pendidikan langsung dipenjarakan.101 
Selain itu, mahalnya biaya sekolah bahkan di tingkat sekolah 
dasar membuat banyak dari anak-anak terpaksa berhenti 
sekolah dan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga mereka.102 
Kondisi lingkungan sekitar membuat anak-anak 
meninggalkan keluarga mereka karena tidak ingin 
membebankan keluarga mereka. Dalam kondisi putus sekolah 
dan sedang mencari pekerjaan, anak-anak ini merasa 
kesepian, tertekan, dan rentan untuk direkrut. Kurangnya 
pengetahuan tentang hukum dan hak mereka sebagai anak 
yang harus dilindungi dari berbagai aktivitas berbahaya 
membuat anak-anak ini dengan mudah tunduk pada ancaman 
para perekrut.103 
Para tentara yang berhasil merekrut anggota tentara baru 
akan diberi sejumlah uang atau hadiah, sedangkan yang tidak 
berhasil memenuhi target akan diberi hukuman bahkan dalam 
kondisi tertentu para tentara diperbolehkan meninggalkan 
angkatan militer jika berhasil mencari tentara baru sebagai 
pengganti.104 Kondisi ini membuat para perekrut semakin 
                                                          
101 Human Rights Watch, Child Soldiers in Burma “My Gun was as Tall as Me” 2002. Hal 
33 
102 UNICEF,The State of the World’s Children 2007, Hal.120 
103 Human Rights Watch, The Recruitment and Use of Child Soldiers in Burma ” Sold to 
be Soldiers“ 2007. Hal.40 
104 Ibid. Hal. 12 
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gencar merekrut anak-anak bahkan yang belum mencapai usia 
standard untuk masuk kedalam angkatan militer. 
Anak-anak kerap kali direkrut ketika mereka sedang 
dalam perjalanan menuju ke sekolah atau pasar, ketika 
menunggu bus atau kereta dan bahkan ketika mereka sedang 
bersantai dengan teman-teman mereka.105 Human Rights 
Education Institute of Burma (selanjutnya disingkat HREIB) 
telah melakukan wawancara dengan Mone Htang, salah satu 
anak yang direkrut menjadi tentara pada usia 16 tahun yang 
direkrut ketika sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Mone 
Htang mengatakan ia dicegat oleh 2 orang tentara, salah 
seorangnya berpangkat sersan, dan ditanya apakah ia mau 
masuk penjara, mati atau menjadi tentara106. Sedangkan Thiha, 
seorang anak yang direkrut menjadi tentara ketika berusia 12 
tahun diberikan pertanyaan apakah ia mau masuk penjara 
selama 5 tahun atau menjadi tentara selama 3 tahun?107. 
Kenyataan yang ada berdasarkan pengakuan dari para 
korban tentara anak sungguh sangat tragis. Anak-anak ini 
dipaksa bergabung dengan tentara melalui pilihan yang tidak 
pantas bahkan bisa dikatakan bukan merupakan sebuah 
                                                          
105 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Child Soldiers International 
(sebuah organisasi penelitian dan advokasi tentang hak asasi manusia yang 
mengupayakan untuk penghentian dan pencegahan perekrutan anak pada angkatan 
militer dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh angkatan militer 
bersenjata), Yangon, 224 April 2012 
106 HREIB Interview Case No. 74 
107 Ibid. No. 106 
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pilihan. Hal ini sangat bertentangan dengan pasal 38 Konvensi 
tentang Hak-Hak Anak tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh 
Myanmar kala itu. 
Proses perekrutan anak ke dalam angkatan militer Burma 
menggunakan proses perekrutan desentralisasi atau disebut 
dengan Unit Jaringan Perekrutan. Unit jaringan perekrutan ini 
dilakukan melalui batalion yang disalurkan ke pusat-pusat 
perekrutan yang dikomandoi oleh letnan kolonel atau kolonel. 
Unit Jaringan Perekrutan diberi wewenang untuk merekrut 
calon tentara yang nanti akan ditempatkan ke pusat perekrutan 
utama.108 Unit Jaringan Perekrutan terdiri dari dua personel 
tentara yang dipimpin oleh kapten atau mayor. Tugas Unit 
Jaringan Perekrutan adalah mencari calin rekrut yang akan 
dijadikan tentaram mengatur dokumen calon tentara tersebut 
yang kemudian diserahkan kepada Dewan Pemeriksaan 
Komandan Daerah dan membawanya kepada pusat 
perekrutan.109 
Dalam laporan Sekertaris Jenderal PBB tahun 2012, 
angka protes masyarakat terhadap perekrutan anak kedalam 
angakatan militer meningkat dari 194 di tahun 2010 menjadi 
243 di tahun 2011. Pada tanggal 21 November 2012, 
                                                          
108http://www.childsoldiers.org/user_uploads/pdf/undertheradarongoingrecruitmentanduse
ofchildrenbythemyanmararmy23jan1525065.pdf. Diakses pada tanggal 10 Januari 2017 




Organisasi Buruh Internasional telah menerima 237 protes dari 
perekrutan tentara anak selama 2012, dimana 21 anak direkrut 
pada tahun itu dan pada bulan Agustus 2012 Pemerintah 
mengumumkan telah melepaskan 42 anak dari angkatan militer 
bersenjata pemerintah.110 
 Proses perekrutan yang tidak berjalan sesuai standard 
prosedur perekrutan yang ketat juga membuat anak-anak ini 
dengan mudah masuk dalam barisan kelompok tentara. 
Peraturan Nasional Myanmar telah mengatur bahwa anak-anak 
di Myanmar harus didaftar ketika mencapai usia 10 tahun untuk 
mendapatkan kartu identitas sementara (National Registration 
Card) dan akan diubah ke kartu identitas permanen ketika anak 
mencapai usia 18 tahun.111 Di wilayah perkotaan 93.5% 
kelahiran anak telah terdaftar akan tetapi di wilayah pedesaan 
survey menunjukkan hanya 63.5% kelahiran anak yang 
didaftarkan.112 Registrasi kelahiran anak jarang dilakukan di 
wilayah pedesaan karena jauhnya jarak yang harus ditempuh 
menuju kantor pemerintah di wilayah perkotaan dengan biaya 
perjalanan yang mahal. Selain itu, untuk mendapatkan kartu 
identitas permanen, masyarakat harus membayar sebesar $40 
                                                          
110 UN General Assembly, Children and Armed conflict, Report od the Secretary-General, 
UN-Doc. A/66/782–S/2012/261, 26 April 2012, Para 67. 
111 Section 24 of The Rules of Procedure of Myanmar’s 1993 Child Law 
112 UNICEF, Ministry of Health and Ministry of National Planning and Economic 




ditambah biaya-biaya tambahan lainya sebagai biaya 
penggantian dari kartu identitas sementara menjadi kartu 
identitas permanen.113 
 
Pada hakikatnya proses perekrutan tentara di angkatan 
militer bersenjata pemerintah mengharuskan adanya bukti 
dokumen usia calon pendaftar. Namun kenyataannya, 
beberapa petugas dan makelar memalsukan dokumen-
dokumen tersebut sebelum membawa anak ke tempat 
pendaftaran perekrutan.  
Ditambah lagi dengan mudahnya pemalsuan dokumen di 
tempat-tempat fotokopi lokal, dimana telah tersedia contoh 
                                                          
113 Australian Council for International Development, Submission to the Universal Periodic 
Review of Myanmar, 2010. 
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sertifikat kelahiran, daftar keluarga dan formulir registrasi 
sekolah. Para perekrut juga mengubah nama orangtua anak 
sehingga para orangtua kesulitan mencari anaknya.114 Pada 
beberapa kasus tertentu bahkan orangtua dari anak-anak yang 
direkrut menjadi tentara dipaksa untuk menandatangani formulir 
kosong yang nantinya akan diisi oleh petugas militer 
menerangkan bahwa anak tersebut berumur lebih dari 18 tahun 
pada saat direkrut dan dengan sukarela untuk mendaftar 
menjadi tentara.115 
Perekrutan anak-anak diklasifikasikan tidak berdasarkan 
usia, melainkan berdasarkan tinggi badan dan berat badan 
mereka.seiring berjalannya waktu, standard tinggi dan berat 
badan semakin diturunkan, membuat para perekrut tetap 
merekrut anak-anak yang bahkan tidak memenuhi standard 
tinggi dan sehat untuk menjadi anggota militer. Tetapi 
bukannya melepaskan mereka, para perekrut justru melatih 
mereka agar cukup kuat mengikuti pelatihan militer.116 
 
B.2 Pelanggaran Hak-Hak anak yang terjadi di angkatan militer 
bersenjata Myanmar 
                                                          
114 Human Rights Watch, Burma: Security Council Should Impse Arms Embargo, 2007. 
115 Berdasarkan hasil wawancara rahasia Child Soldiers International dengan anggota 
kelompok perlindungan anak, Yangon, 27 April 2012. 
116 Ibid. Hal.48 
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Mengikutsertakan anak dalam angkatan militer sudah 
merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah 
Myanmar. Belum lagi, pada proses perekrutan anak ke dalam 
angkatan militer pemerintah, para perekrut sudah tidak 
melakukan proses perekrutan berdasarkan persyaratan yang 
telah diatur hukum internasional dalam Optional Protocol to 
Convention on the Rights of the Child (CRC). 
 Article 3 Optional Protocol to CRC117 menyatakan dengan 
jelas : 
1. States Parties shall raise the minimum age for the 
voluntary recruitment of persons into their national armed 
forces from that set out in article 38, paragraph 3, of the 
Convention on the Rights of the Child, taking account of 
the principles contained in that article and recognizing that 
under the Convention persons under the age of 18 years 
are entitled to special protection. 
2. Each State Party shall deposit a binding declaration 
upon ratification of or accession to the present Protocol 
that sets forth the minimum age at which it will permit 
voluntary recruitment into its national armed forces and a 
description of the safeguards it has adopted to ensure that 
such recruitment is not forced or coerced. 
3. States Parties that permit voluntary recruitment into 
their national armed forces under the age of 18 years shall 
maintain safeguards to ensure, as a minimum, that: 
(a) Such recruitment is genuinely voluntary; 
(b) Such recruitment is carried out with the informed 
consent of the person's parents or legal guardians; 
                                                          
117 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx diakses pada 
tanggal 1 Januari 2017 Pkl. 05:22 Wita. 
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(c) Such persons are fully informed of the duties involved 
in such military service; 
(d) Such persons provide reliable proof of age prior to 
acceptance into national military service. 
4. Each State Party may strengthen its declaration at any 
time by notification to that effect addressed to the 
Secretary-General of the United Nations, who shall inform 
all States Parties. Such notification shall take effect on the 
date on which it is received by the Secretary-General. 
5. The requirement to raise the age in paragraph 1 of the 
present article does not apply to schools operated by or 
under the control of the armed forces of the States Parties, 
in keeping with articles 28 and 29 of the Convention on the 
Rights of the Child. 
Berdasarkan fakta yang ada, empat persyaratan yang 
dicantumkan pada ayat 3 pasal 3 Optional Protocol ini tidak 
dapat dipenuhi oleh angkatan militer Myanmar. Point pertama 
menyebutkan keterlibatan anak dalam angkatan militer harus 
murni karena sukarela, sedangkan anak-anak yang bergabung 
dalam angkatan militer Myanmar merupakan hasil paksaan, 
ancaman dan bahkan penculikan.118  
Dalam poin kedua menyebutkan pendaftaran anak dalam 
angkatan militer harus berdasarkan sepengetahuan orangtua 
pendaftar atau wali yang bersangkutan. Namun kenyataan 
yang ada, anak-anak tersebut direkrut ketika sedang tidak 
bersama dengan orangtua mereka, bahkan biografi anak 
                                                          
118 Hasil wawancara Human Rights Watch dengan Than Aung (anak yang direkrut 
menjadi tentara anak pada tahun 1997 ketika berusia 14 tahun), dalam Child Soldiers in 
Burma “My Gun was As Tall As Me” Hal. 13. 
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tersebut diubah agar orangtua tidak dapat menemukan 
anaknya yang bergabung dalam angkatan militer. 119  
Selanjutnya dalam poin ketiga mengharuskan adanya 
kejelasan informasi dari angkatan militer kepada anak yang 
mendaftar tentang semua tugas dan kegiatan yang akan 
dilakukan dalam angkatan militer. Sedangkan kenyataan yang 
ada anak-anak yang masuk dalam angkatan militer tersebut 
disuruh untuk melakukan berbagai hal yang bukan berbasis 
militer seperti menjadi koki, kurir, tameng bahkan anak 
perempuan dijadikan sebagai budak seks.120 Fakta ini juga 
bertentangan dengan Pasal 34 Konvesi Hak-Hak anak 1989 : 
“Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak 
dari semua bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan 
seksual.“ 
 
Dalam poin terakhir mengharuskan anak yang mendaftar 
menyertakan bukti resmi usia pendaftar telah memenuhi syarat 
untuk bergabung dalam angkatan militer. Anak-anak yang 
direkrut dalam angkatan militer Myanmar dipalsukan 
identitasnya dan dianggap bahwa mereka telah mencapai usia 
18 tahun oleh para perekrut.121 
                                                          
119 Human Rights Watch, Sold to be Soldiers. Op.Cit. Hal 49 
120 www.unicef.org/emerg/files/childsoldiers.pdf , FACTSHEET: CHILD SOLDIERS, 
diakses pada tanggal 12 Januari 2017 Pkl. 06:04 Wita 
121 Child Soldiers International, Chance for Change: Ending The Recruitment and Use of 
Child Soldiers in Myanmar, January 2013. 9 Marshallsea Road: London. Hal. 18 
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Berdasarkan informasi yang diperoleh Human Rights 
Watch, terdapat setidaknya 22 tempat pelatihan dasar militer di 
Burma dimana kurang lebih 2 tempat pelatihan untuk non-
perwira, 3 sekolah pelatihan perwira, dan beberapa sekolah 
pelatihan khusus.122 Para tentara akan berada dalam tempat 
pelatihan ini selama kurang lebih 4-5 bulan sebelum turun 
dalam pertempuran lapangan langsung. Mereka diberikan teori-
teori pada pagi hari dan latihan fisik pada sore hari baik untuk 
parade militer maupun latihan menggunakan senjata. 
Pada sore hari, mereka akan dikumpulkan dan diberikan 
doktrin-doktrin dari para non-perwira bahwa mereka tidak dapat 
kabur dari tempat ini dan hukuman yang akan mereka dapatkan 
jika mereka melarikan diri.123 
Anak-anak yang belum mencukupi umur untuk menjadi 
tentara ini dianggap dan diperlakukan sama dengan tentara 
dewasa lainnya selama masa pelatihan dan tugas di lapangan. 
Anak-anak yang berusia 11-12 tahun harus tetap melakukan 
semua kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh peserta dewasa 
seperti mengangkat kayu seberat 30 kilogram. Ketika anak-
anak ini kesulitan untuk membawanya, mereka akan dipukuli 
lebih sering oleh komandan. Beberapa anak yang menjatuhkan 
                                                          
122 Andrew Selth, Burma’s Armed Forces: Power Without Glory (New York: Eastbridge, 
forthcoming) 
123 Wawancara Human Rights Watch dengan Sein Myint, Thailand, Maret 2002. 
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senjata mereka tidak segan-segan dicambuk menggunakan ikat 
pinggang pelatih di leher mereka. 
Anak-anak ini juga kesulitan dalam pelatihan 
menggunakan senjata. Senjata yang digunakan berukuran 4 
kaki dan sangat berat. Bahkan beberapa anak memiliki tinggi 
yang sama dengan senjata yang harus mereka gunakan.124 
Beberapa orangtua yang sadar anaknya telah direkrut di 
angkatan militer Myanmar berusaha untuk mendatangi pusat 
pelatihan untuk membawa anak mereka kembali. Namun para 
orangtua ini bahkan dilarang untuk bertemu dengan anak 
mereka.125 Mereka harus membayar sejumlah uang yang 
sangat besar untuk dapat membawa anak mereka kembali 
pulang. Persyaratan lain yang ditawarkan para perekrut kepada 
para orangtua untuk melepaskan anak mereka adalah dengan 
menukar anak mereka dengan 5 orang untuk masuk ke dalam 
angkatan militer.126 Hal ini jelas melanggar Pasal 9 ayat (1) 
Konvensi Hak-Hak Anak 1989 yang berisi : 
“Negara-negara peserta akan menjamin bahwa seorang 
anak tidak akan dipisahkan dari orangtuanya yang 
bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali bla 
ditentukan oleh penguasa-penguasa yang berwenang 
sesuai dengan keputusan pengadilan, sesuai dengan 
undang-undang dan prosedur-prosedur yang berlaku, 
bahwa perpisahan seperti itu perlu untuk kepentingan 
anak yang paling baik...” 
                                                          
124 Wawancara Human Rights Watch dengan Than Aung, Thailand, Mei 2002. 
125 HREIB, Forgotten Future : Child and Armed Conflict in Burma. Hal 46 
126 Human Rights Watch, The Recruitment and Use of Child Soldiers in Burma ” Sold to 





Dalam ayat (3) Pasal ini juga mengatur mengenai hak- 
hak anak yang terpisah dari seorang atau kedua orangtua 
untuk memelihara hubungan pribadi dan hubungan langsung 
dengan kedua orangtuanya secara teratur, kecuali jika ini 
bertentangan dengan kepentingan terbaik dari anak itu 
sendiri.127 Kenyataan yang ada, para peserta pelatihan dilarang 
mengirim surat ataupun kabar kepada orangtua mereka, karena 
pihak perekrut takut keberadaan mereka akan diketahui melalui 
surat tersebut. Padahal mereka sangat rindu dengan keluarga 
mereka dan membutuhkan keberadaan mereka. Anak-anak ini 
kerap kali menangis sepanjang malam karena sangat 
merindukan orangtua mereka.  
Para peserta pelatihan ini diperlakukan secara brutal. 
Ketika para peserta latihan tidak melakukan apa yang 
diperintahkan komandan atau bahkan untuk kesalahan-
kesalahan kecil akan berdampak pada pemukulan.128 
Hukuman-hukuman lain yang didapatkan oleh para peserta 
pelatihan antara lain melompat seperti katak untuk waktu yang 
sangat lama, mendaki dan menuruni bukit membawa batu bata 
di pundak ataupun dipukuli dengan tongkat. 
                                                          
127Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 
128 Human Rights Watch, Child Soldiers in Burma : My Gun was as Tall as Me” hal. 71 
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Peserta pelatihan ini juga diberikan pekerjaan tambahan 
(sebagai buruh) yang semuanya hanya untuk keuntungan para 
petugas tempat pelatihan pada malam hari dan di hari sabtu 
dan minggu.129 Mereka juga dipaksa untuk latihan pada siang 
hari dimana panas matahari sangat terik, sehingga tidak jarang 
anak-anak ini pingsan ketika sedang menjalankan latihan. 
Para tentara yang berusaha melarikan diri namun gagal, 
akan mendapatkan hukuman dimana masing-masing peserta 
militer yang ada dalam tempat pelatihan tersebut harus 
memukuli orang yang berniat melarikan diri ini menggunakan 
tongkat yang disediakan oleh petugas. Seorang anak bernama 
Thet Naing Soe berumur 18 tahun yang gagal melarikan diri, ia 
lalu dipukuli oleh 249 peserta pelatihan berdasarkan perintah 
petugas dan mati malam itu juga.130 
Beberapa anak yang berhasil melarikan diri biasanya akan 
langsung pindah ke kota lain untuk menghindari perekrutan 
kembali karena hukuman yang lebih berat telah menunggu 
mereka jika mereka berhasil ditemukan kembali oleh angkatan 
militer. Beberapa tahanan politik mengaku melihat banyak 
anak-anak yang ditahan di penjara karena desersi. Ketika 
International Committee of the Red Cross (ICRC) ingin 
mengunjungi penjara tersebut, pihak penjara mengirim semua 
                                                          
129 Ibid. Hal 74. 
130 Human Rights Watch, Sold to be Soldiers, Op.Cit. Hal 58. Hasil wawancara dengan 
Sai Seng pada July 2007. 
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ana-anak tersebut ke pusat penahanan remaja di kota lain agar 
ICRC tidak dapat menemukan mereka. Jumlah anak yang ada 
di penjara kala itu diperkirakan sekitar 25-30 orang anak.131 
Setelah masa pelatihan dasar mereka selesai, para 
peserta pelatihan akan dikirim ke batalyon mereka masing-
masing untuk kemudian di tempatkan berdasarkan tugas yang 
diberikan komandan. Ada yang menjadi prajurit penjaga, juru 
tulis, badan intelejen dan menjadi tentara biasa.132 Pada 
beberapa batalion tertentu, anak-anak dibawah umur biasanya 
ditempatkan di ladang atau di kamp batalion. Namun beberapa 
batalion akan langsung menempatkan anak-anak pada area 
pertempuran bersama dengan tentara dewasa lainnya. Ketika 
anak-anak tidak aktif dalam menyerang, mereka harus 
menggali parit, menjaga desa-desa dan melakukan tugas-tugas 
buruh untuk kebutuhan personal komandan.133 
Anak-anak yang ditempatkan pada batalion pusat tetap 
merasakan situasi yang sangat menekan mereka. Anak-anak 
yang tidak turun dalam area pertempuran diberikan pekerjaan 
tambahan seperti mengangkat beban yang berat kemanapun 
dia pergi. Beberapa anak harus menanam dan bahkan bekerja 
                                                          
131 Ibid. Hal 70 
132 Ibid. Hal 62 
133 HREIB, Forgotten Future : Child and Armed Conflict in Burma. Hal 45 
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di jalan raya. Para kopral akan memukul mereka jika pekerjaan 
mereka tidak selesai.134 
Anak-anak ini juga sangat rentan terserang penyakit 
seperti malaria, diare, muntaber, dll. Tercatat salah seorang 
anak yang sedang menderita penyakit malaria tetap disuruh 
untuk melakukan tugasnya sehari-hari sebagai seorang asisten 
pribadi komandannya135. Perlakuan komandan terhadap anak 
ini melanggar Pasal 24 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak 1989 : 
“Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk 
menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai 
dan untuk memperoleh sarana-sarana perawatan penyakit 
dan pemulihan kesehatan. Negara-negara peserta akan 
berusaha untuk menjamin bahwa tak seorang anakpun 
yang akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan 
perawatan kesehatan seperti itu.” 
 
Area dan situasi pertempuran bukanlah tempat yang 
sewajarnya untuk anak-anak yang sedang berkembang. Situasi 
pertempuran begitu mencekam, akan membuat anak-anak 
merasa tertekan oleh ancaman kematian yang setiap saat bisa 
terjadi, cidera yang tidak bisa dihindari, dan trauma mental 
akibat ketidaksiapan menghadapi situasi berat. Konvensi Hak-
Hak nak tahun 1989 Pasal 19 mengharuskan negara 
mengambil langkah legislatif, administratif, sosial dan 
                                                          
134http://www.childsoldiers.org/user_uploads/pdf/undertheradarongoingrecruitmentanduse
ofchildrenbythemyanmararmy23jan1525065.pdf. Diakses pada tanggal 13 Januari 2017. 
Pkl. 04:33 
135 HREIB, Forgotten future : Child and Armed Conflict in Burma. Hal. 49. Anak ini 
ditempatkan di batalion angkatan darat no.7 dibawah Komando Mayor Aung Kyaw. 
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pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk 
kekerasan fisik dan mental serta cidera.136 
Dalam area pertempuran, anak-anak berada dalam 
kondisi yang sangat berbayaha. Tercatat, 10 korban meninggal 
dari 14 divisi yang ada di Myanmar. Selain itu, terdapat 3 
korban akibat terkena tembakan ranjau darat yang berasal dari 
kalangan anak dibawah umur.137 Hak anak untuk hidup sangat 
tidak dilindungi dalam angkatan militer Myanmar. Anak-anak ini 
sewaktu-waktu bisa saja mati tertembak tanpa adanya 
perlindungan dari tempat lain. 
Anak-anak ini juga disuruh untuk melakukan serangan 
kepada penduduk lokal. Ketika menyerang suatu desa, 
komandan akan memerintahkan untuk menembak siapa saja 
yang mereka lihat tanpa mengecualikan perempuan dan anak-
anak. Para tentara hanya membedakan area pengecualian, 
tidak ada perintah untuk membedakan anak-anak dan 
perempuan.138 
Situasi konflik tidak pernah terlepas dari kejahatan 
seksual. Perempuan-perempuan di Burma termasuk anak-anak 
tidak jarang diperkosa dan dilecehkan secara seksual. Tercatat 
423 kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual dimana 31% 
                                                          
136 Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989 
137 HREIB, Op.Cit. Hal 70 
138 Human Rights Watch, Sold to be Soldiers, Op.Cit. Hal 69. 
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atau sekitar 133 kasus melibatkan anak-anak. Berikut daftar 
kronologis kejadian berdasarkan laporan yang ditulis melalui 
hasil wawacara yang dilakukan beberapa organisasi wanita dan 
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Tabel. 3 
Kasus pemerkosaan ini tidak hanya dialami oleh anak 
perempuan di Burma, anak laki-laki pun tercatat ada yang 
pernah menjadi korban sodomi yang dilakukan oleh tentara 
SPDC ketika sedang berjalan melewati pos pengamanan 
perbatasan. Akhirnya anak ini ditemukan meninggal di sebuah 
parit kecil. Dokter mengatakan terdapat tanda kekerasan 
seksual pada anak ini dan anak ini dicekik hingga meninggal.140 
 
B.3 Tanggungjawab Negara Myanmar terhadap Perkrutan Tentara 
Anak 
Myanmar telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak pada 
tahun 1991 dan oleh karena itu Myanmar mempunyai 
kewajiban penuh untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut 
karena anak-anak merupakan individu yang paling rentan 
menjadi korban eksploitasi pada situasi konflik bersenjata yang 
                                                          
140http://bnionline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2930&Itemid=6. 
Kaladan News (October 30, 2007) Youth sodomized and strangled in Maungdaw. 
Diakses pada 13 Januari 2017 Pkl. 10:13 
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terjadi di berbagai wilayah Myanmar. Negara sebagai 
penyelenggara pemerintahan sudah seharusnya menjamin hak 
asasi manusia rakyatnya bukannya menjadi sumber dari 
pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. 
Konvensi Hak-Hak Anak telah diimplementasikan melalui 
Child Law instruksi No. 13/73 (1974) dan Committee for the 
Prevention Military Recruitment of Underage Children yang 
dibuat oleh State Peace and Development Council (SPDC) di 
Myanmar yang menjelaskan bahwa usia di bawah 18 tahun 
belum cukup umur untuk direkrut menjadi seorang tentara. 
Dikeluarkannya Child Law awalnya dianggap sebagai bentuk 
keseriusan Myanmar untuk mengurangi dan menghentikan 
perekrutan tentara anak, namun kenyataannya perekrutan 
tentara anak di Myanmar masih tetap berlangsung hingga 
dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB 1612 tahun 
2005 yang disebut Children and Armed conflict Resolution.141  
Berdasarkan laporan Country Task Force on Monitoring 
and Reporting bahwa pada April 2009 sampai Desember 2012, 
Tatmadaw telah merekrut kurang lebih 448 anak di bawah umu. 
Pada tahun 2009 sebanyak 148 anak, tahun 2011 sebanyak 63 
anak, dan tahun 2012 setidaknya 18 anak, dan 67 kasus 
                                                          
141 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1612%282005%29 
Diakses pada tanggal 16 Januari 2017 Pkl. 15:55 Wita. 
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perekrutan yang dilakukan sebelum adanya kesepakatan 
mekanisme pelaporan.  
Sebenarnya sejak tahun 2007, pemerintah Myanmar telah 
mengeluarkan National Action Plan dengan mengambil 
tindakan disipliner terhadap 207 personel militer yang diduga 
terlibat dalam perekrutan tentara anak yang dilakukan oleh 
pihak di luar pemerintahan Myanmar. Namun karena 
perekerutan tentara anak terus terjadi, UNICEF akhirnya 
mengambil langkah untuk bernegosiasi dengan Myanmar agar 
merevisi Action Plan ini. 
Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, akhirnya 
Myanmar bersedia menandatangani Joint Action Plan pada 
bulan Juni 2012, dan Tatmadaw kemudian melakukan upaya 
pembebasan pada sejumlah anak. Akan tetapi, Tatmadaw tetap 
saja menutup akses bagi UNICEF dan pihak pemantau yaitu 
Country Task Force untuk melakukan pegawasan secara 
internal. Joint Action Plan yang awalnya menjadi titik terang 
kemerdakaan bagi tentara anak di Myanmar justru tidak 
dipenuhi secara konsisten oleh Myanmar karena penutupan 
akses intervensi kemanusiaan tersebut yang menghambat 
proses penyelesaian masalah tentara anak. 
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Direktorat Kekuatan Militer juga bertanggungjawab uuntuk 
mengawasi perekrutan tentara, termasuk juga mengawasi 
semua aspek yang berkaitan dengan perekrutan angaktan 
bersenjata, seperti unit operasi perekrutan angakat bersenjata 
dan pusat rekrutmen. Tanggungjawab Direktorat Kekuatan 
Militer adalah memenuhi kebutuhan perekrutan angkatan militer 
bersenjata pemerintah (Tatmadaw Kyi) dan persyaratan usia 
minimum untuk direkrut. Hal ini akan membawa pada titik fokus 
militer Myanmar untuk mengimplementasikan larangan 
perekrutan tentara dibawah umur. 
Pada Oktober 2012, Direktorat Kekuatan Militer 
mengeluarkan arahan yang berisi langkah-langkah untuk 
implementasi dari Joint Action Plan. Arahan ini termasuk 
prosedur untuk mengidentifikasi dan memverifikasi usia 
perekrutan, penyediaan kerangka waktu untuk prosedur yang 
akan dilaksanakan dan menetapkan langkah-langkah yang 
anak diambil terhadap pihak-pihak yang gagal mematuhi 
arahan dan masih melanjutkan proses perekrutan anak-anak. 
Seorang perwira senior dari Direktorat Kekuatan Militer 
memimpin Komite Pencegahan Rekrutmen Anak Bawah Umur 
ke dalam militer yang didirikan pada tahun 2004.142 Namun 
                                                          
142http://www.childsoldiers.org/user_uploads/pdf/undertheradarongoingrecruitmentanduse
ofchildrenbythemyanmararmy23jan1525065.pdf Hal. 15. Diakses pada tanggal 113 
Januari 2017. Pkl. 19:01 Wita 
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kurangnya pemantauan nasional yang sistematis di Myanmar 
dan dengan langkah-langkah terbatas telah gagal mencegah 
perekrutan di bawah umur.  
Myanmar telah merumuskan beberapa peraturan nasional 
sebagai bentuk aturan pengendalian perekrutan anak ke dalam 
angkatan militer antara lain : 
1. Child Law 1993143 
2. Hukum Nasional Myanmar di bawah pengawasan 
Myanmar Defense Services dan War Office Council 
instruksi No. 13/73 Tahun 1974144 
3. National Commiittee on the Rights of the Child (NCRC) 
1994145 
4. State Peace and Development Council (SPDC) 
mendirikan Committee or the Prevention of Militay 
Recruitment of Underage Children146 
B.4 Joint Action Plan sebagai upaya pencegahan perekrutan tentara 
anak di Myanmar 
                                                          
143 Child Law merupakan bentuk partisipasi pemerintah Myanmar dalam 
mengimplementasikan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 yang berisi pengaturan mengenai 
kewajiban negara dalam memelihara peradilan anak serta wewenang otoritas-otoritas 
negara atas perlindungan anak. 
144http://www.myanmargeneva.org/statement&speech/Recruiting%20Child%20Soldiers%
2007.htm diakses pada tanggal 16 Januari 2017 Pkl. 6:03 Wita 
145 Komisi yang dibentuk sebagai pengimplementasina Konvensi Hak-Hak Anak 1989 
 
146 SPDC merupakan nama resmi dari rezim militer Myanmar yang dahulunya bernama 
State Law and Order Restoration Council (SLORC) 
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Langkah penting yang telah diambil pemerintah Myanmar 
seiring dengan Action Plan ini adalah pemusatan perekrutan 
tentara dan penandatanganan the Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child on the involvement of the 
children in armed conflict.147 Selain itu, ditekankan bahwa 
segala bentuk kegiatan militer Myanmar harus bersedia 
dipantau dan diawasi. Seiring dengan ditandatanginya Action 
Plan ini dilaporkan bahwa jumlah anak yang direkrut sepanjang 
2012 adalah sebanyak 167148. Pada 7 Agustus 2012, 
Tatmadaw melepaskan 68 tentara anak, dan 42 anak pada 
September 2012 bekerjasama dengan Kementerian 
Kesejahteraan Sosial dan UN Country Task Force on 
Monitoring and Reporting. 149  
Pemerintah Myanmar telah menolak 538 calon anggota 
tentara baru yang tergolong di bawah umur150 dan 
membebaskan 66 anak dalam waktu 6 bulan dalam tahun 2012 
                                                          
147 UNICEF Myanmar media centre, Fifty-three Children released by Myanmar Army 
https://www.unicef.org/myanmar/media_24942.html 30 November 2015. Diakses pada 
tanggal 14 Januari 2017 Pkl. 11:06 Wita. 
148 Human Rights Watch, Briefing for the Security Council working group o children an 
armed conflit regarding th recruitment and use of child soldiers in Burma (Myanmar) and 
implementation of the Joint Action Plan, 28 Mei 2013. 
https://www.hrw.org/news/2013/05/28/briefing-security-council-working-group-children-
and-armed-conflict-regarding Diakses pada tanggal 15 Januari 2017. Pkl. 5:17 Wita 
149 Pernyataan dari Kolonel Maung Maung Shin dari Kementerian Pertahanan Myanmar 
pada 22 Agustus 2012 di Pusat Perekrutan Militer Danyingoe. Ibid. Diakses pada tanggal 
14 Januari 2017 Pkl 8:55 Wita. 
150 UN Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict, 
https://childrenandarmedconflict.un.org/countries-
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sampai 2013.151 Selanjutnya pada bulan Februari 2013 
Tatmadaw mengembalikan 24 anak kepada keluarganya dan 
68 anak pada bulan Agustus 2013.152 
Lebih lanjut, Pemerintah Myanmar telah berhasil 
melepaskan 53 anak pada 30 November 2015. Tercatat ada 
total 146 anak yang telah dilepaskan dari angkatan militer 
selama tahun 2015 dan total 699 anak sejak ditandatanganinya 
Action Plan ini.153 Namun setelah pelepasan sejumlah anak 
tersebut, Tatmadaw dikabarkan menolak entitas PBB yang 
tergabung dalam Country Task Force untuk melakukan 
pengawasan langsung ke daerah basis militer mengenai 
verifikasi usia dan demobilisasi yang membuktikan bahwa 
komitmen Myanmar dalam Joint Action Plan ini belum 
sepenuhnya terbukti.154 
PBB sedang berupaya melakukan dialog dengan 7 
angkatan militer non-pemerintah yang berdasarkan laporan 
Dewan Keamanan menggunakan tentara anak untuk 
                                                          
151 Human Rights Watch, Burma : Failing to Demobilize Child Soldiers, 28 Mei 2012. 
https://www.hrw.org/news/2013/05/28/burma-failing-demobilize-child-soldiers Diakses 
pada tanggal 15 Januari 2017 Pkl. 5:30 Wita 
152 Child Soldiers released under Joint Action Plan. 
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/7762-child-soldiers-released-under-
joint-action-plan.html Diakses pada tanggal 15 Januari 2017 Pkl. 5:33 Wita 
153 UNICEF Myanmar media centre, Fifty-three children released by Myanmar Army. 30 
November 2015. https://www.unicef.org/myanmar/media_24942.html Diakses pada 
tanggal 14 Januari 2017 Pkl. 10:30 Wita. 
154 Burma Non-compliant in Implementing Burma-UN Joint Action Plan on the 
Recruitmend and Use of Child Soldiers, 27 Juni 2013. 
http://uscampaignforburma.org/images/documents/Burma_Non-
compliant_in_Child_Soldiers.pdf Diakses pada tanggal 15 Januari 2017. Pkl. 5:39 Wita 
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menandatangani Action Plan yang telah dibuat Pemerintah 
Myanmar dengan PBB agar perekrutan anak ke dalam 
angkatan bersenjata baik pemerintah maupun non-pemerintah 




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Pelanggaran terhadap hak-hak anak-anak di Myanmar menjadi 
perhatian internasional. Peranan Negara yang seharusnya menjadi 
sumber perlindungan terhadap warganya tidak lagi dapat dirasakan 
oleh anak-anak di Myanmar.  
Terlibatnya anak-anak dalam keadaan berbahaya dan tidak 
seharusnya yaitu dalam angkatan militer membuat dunia 
Internasional mengambil tindakan untuk segera menghentikan 
pelanggaran tersebut. PBB dengan agen khususnya yang 
menangani permasalahan anak yaitu UNICEF terus melakukan 
usaha terbaiknya baik itu mengidentifikasi permasalahan yang 
terjadi, mencari jalan keluar dari permasalahan keterlibatan tentara 
anak ini, sampai pada reintegrasi anak-anak yang telah berhasil 
dikeluarkan dari angkatan militer. 
 
B. SARAN 
PBB melalui badan khususnya yaitu UNICEEF terus 
mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi kepada pemerintah 
Myanmar agar kesepakatan yang telah dirancang dapat terealisasi 
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dengan baik dan konsisten sehingga angka keterlibatan anak dalam 
konflik bersenjata dapat berkurang hingga tidak ada lagi. 
Untuk pemerintah Myanmar, diharapkan agar tetap konsisten 
dan membuka diri untuk diawasi dan dievaluasi oleh Pihak 
pengawas agar terjalin sinergi yang baik dan upaya penghentian 
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